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ABSTRAK 

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANGGOTA 
TNI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA 

(Studi Putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012) 

Oleh : 

SUCI INDAHSARI 

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para 
pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan 
TNI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan 
penelantaran rumah tangga berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 212-
K/PM II-08/AU/VIII/2012 dan 2) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran rumah tangga telah 
sesuai dengan nilai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang 
melakukan penelantaran rumah tangga dan untuk mengetahui apakah putusan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan 
penelantaran rumah tangga telah sesuai dengan nilai hukum. 
 
Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data 
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan 
studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar 
pertimbangan hukum hakim terhadap anggota TNI yang melakukan penelantaran 
rumah tangga terdiri atas pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan 
pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan 
putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan perbuatan anggota TNI 
yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur yang memenuhi 
semua unsur Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 mengacu pada Pasal 183 KUHAP dan 
184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, 
keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta 
dikuatkan dengan barang bukti. Pertimbangan filosofis yaitu dalam menjatuhkan 
pidana berupa pidana penjara  
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   Suci Indahsari 
selama 6 (enam) bulan mengharapkan terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan 
tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun seharusnya terdakwa 
mendapatkan pemberatan pidana karena merupakan seorang residivis, serta 
pertimbangan sosiologis yaitu hakim melihat latar belakang sosial terdakwa yang 
mempunyai tanggungan keluarga dan sang istri tengah hamil lebih kurang dua 
bulan usia kandungannya dan melihat bahwa putusannya memiliki manfaat bagi 
masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan 
hakim pada putusan Nomor: 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012 sudah sesuai dengan 
fakta-fakta persidangan karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dipidana 
yakni memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya keadaan batin dari 
pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan, dan 
tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran dari suatu kejadian 
atas perbuatan. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan 
penelantaran rumah tangga terhadap sang istri dan hanya memberi nafkah dalam 
jumlah yang sangat kecil. 
 
Saran dari penelitian ini hakim hendaknya menjatuhkan putusan secara maksimal 
karena putusan yang diberikan terbilang ringan yaitu 6 (enam) bulan pidana penjara 
dan tanpa pemberatan pidana yang pada faktanya terdakwa merupakan seorang 
pelaku pengulangan tindak pidana yang berdasarkan Pasal 144 KUHP bahwa 
pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dan untuk setiap orang 
dalam rumah tangga diharapkan menjaga kadar kualitas dan pengendalian diri 
untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan 
tentram sesuai dengan filosofi UU KDRT.  
 
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penelantaran Rumah Tangga, Anggota 
TNI 
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MOTTO 

هَّ إنِ َّ عهَّ ٱللّ  بِرِينهَّ مه  ٱلص َّٰ

“SesungguhnyaَّAllahَّbersamaَّdenganَّorang-orangَّsabar” 

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 

 

“Setelahَّkemalanganَّpastiَّadaَّkeberuntungan.َّSetelahَّkesedihanَّpastiَّadaَّ

kebahagiaan. Karena memang begitulah hidup ini selalu berputar, seperti 

pergantianَّantaraَّsiangَّdanَّmalam” 

(Netty Virgiantini) 

 

“Tidakَّadaَّkataَّterlambatَّuntukَّmulaiَّmenciptakanَّkehidupan yang kamu 

inginkan” 

(Dawn Clark) 

 

“Semuaَّmimpiَّkitaَّdapatَّterwujudَّjikaَّkitaَّberaniَّmewujudkannya” 

(Walt Disney) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan masyarakat semakin maju dan modern lantas tidak dapat dipungkiri 

bahwasannya permasalahan masyarakat dapat menjadi lebih kompleks, termasuk 

tindak pidana yang berkembang dengan pesat. Tindak pidana saat ini tidak hanya 

di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga 

berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu 

masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya 

kekerasan di dalam rumah tangga yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:  

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumahَّtangga” 

Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yaitu: 
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1. Kekerasan Fisik, yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, 

hingga jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). 

2. Kekerasan Psikis, disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau bahkan 

penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UUPKDRT). 

3. Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga 

(Pasal 8 UUPKDRT) yaitu: 

a. Peimaksaan Hubungan Seiksual, peimaksaan hubungan seiksual 

deingan cara tiidak wajar dan atau tiidak diisukaii yang diilakukan 

teirhadap orang yang meineitap dalam liingkup rumah tangga teirseibut. 

b. Peimaksaan Hubungan Seiksual teirhadap salah seiorang dalam 

liingkup rumah tangga deingan orang laiin deingan tujuan teirteintu. 

4. Peineilantaran Rumah Tangga, tiindakan seiseiorang yang meineilantarkan 

orang laiin dalam liingkup rumah tangganya, seidangkan meinurut hukum 

yang beirlaku diiriinya beirkeiwajiiban meimbeiriikan keihiidupan, peirawatan atau 

peimeiliiharaan keipada orang teirseibut (Pasal 9 UUPKDRT). 

Tiindak piidana peineilantaran rumah tangga yang diilakukan oleih anggota TNIi dalam 

faktanya masiih diiteimukan diiseijumlah kasus seipeirtii dalam hal iinii teirdapat dalam 

Putusan Nomor: 212-K/PM I iI i-08/AU/VI iI iIi/2012. 
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Kronologiis siingkatnya adalah Teirdakwa yang meirupakan seiorang anggota TNIi 
deingan iideintiitas seibagaii beiriikut:1 

Nama Leingkap : DONIi PEiRMANA SE iPTUHADI i 
Pangkat/Nrp : Seirda/532616 

Bahwa teirdakwa teilah meilakukan tiindak piidana peineilantaran dalam liingkup 
rumah tangga teirhadap Sdrii. Riita Ratnawatii (iistrii sah) yang teilah diiniikahii dii 
KUA Ciipeindeiuy seisuaii Kutiipan Akta Niikah Nomor 397/69/VIi/2008 tanggal 22 
Junii 2008 dan hiingga saat iinii peirniikahan teirseibut beilum diikaruniiaii anak. 
Bahwa yang meinyeibabkan teirdakwa meineilantarkan/meiniinggalkan sang iistrii 
kareina teirdakwa meirasa sakiit hatii keipada sang iistrii yang teilah meilaporkan 
teirdakwa kei Satpom Lanud Haliim Peirdanakusuma teirkaiit peirbuatan KDRT 
yang meinyeibabkan teirdakwa oleih Peingadiilan Miiliiteir IiI i-08 Jakarta diijatuhii 
piidana peinjara seilama 5 (liima) bulan dan sanksii admiiniistrasii beirupa peinundaan 
keinaiikan pangkat seilama 4 (eimpat) Peiriiodei seihiingga peinundaan untuk 
meingiikutii seikolah seilama satu Peiriiodei. Seijak Teirdakwa keiluar darii peinjara, 
hubungan komuniikasii antara Teirdakwa deingan korban tiidak beirjalan baiik, 
meimbuat kurangnya komuniikasii dan peirteimuan deingan korban. Bahwa dalam 
kurun leibiih kurang seilama 4 (bulan) iinteinsiitas komuniikasii Teirdakwa deingan 
iistrii meilaluii teileipon masiih beirlangsung namun peirteimuan tiidak banyak 
meiskiipun teitap teirjadii. Peineilantaran dalam liingkup rumah tangga yang 
diilakukan oleih Teirdakwa Donii Peirmana Seiptuhadii teirseibut, antara laiin 
diilakukan deingan beibeirapa peirbuatan seibagaiimana teirungkap dalam fakta dii 
peirsiidangan, antara laiin:  

a. Nafkah mateiriiiil yang diibeiriikan jumlahnya tiidak meincukupii seitiiap 
bulannya, deingan riinciian:Pada bulan Junii seikiitar Rp 50.000,-; Pada bulan 
Julii seikiitar Rp 200.000,-; Pada bulan Agustus seikiitar Rp 250.000,-; Pada 
bulan Seipteimbeir seikiitar Rp 150.000,- 

b. Nafkah batiin, seikiitar bulan Junii, Teirdakwa dan Korban masiih meilakukan 
hubungan suamii iistrii dii rumah saudara Korban. 

Deingan meingiingat Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 
teintang Peinghapusan Keikeirasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 182 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 teintang Peiradiilan Miiliiteir (KUHAPM) 
seirta peiraturan peirundang-undangan yang teirkaiit deingan peirkara iinii, Odiitur 
Miiliiteir meimohon agar teirdakwa diijatuhii hukuman seibagaii beiriikut: Piidana 
peinjara seilama 8 (deilapan) bulan dan piidana tambahan beirupa peimeicatan darii 
diinas miiliiteir. Beirdasarkan putusan Nomor 212-K/PM I iI i/08/AU/VI iI iIi/2012,  
Hakiim meimbeiriikan putusan meimiidana teirdakwa deingan piidana peinjara seilama 
6 (einam) bulan. 

                                                        
1 Sumber: Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 212-K/PM II-08/AU/2012 
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I isu hukum dalam Putusan Nomor: 212-K/PM IiI i/08/AU/VI iI iI i/2012 yaknii 

peinjatuhan piidana teirhadap reisiidiiviis tiidak seijalan deingan teiorii teintang reiciidiive i 

dalam KUHP. Teirdakwa diijatuhii hukaman yang teirgolong riingan tanpa peimbeiratan 

piidana akan teitapii Teirdakwa meirupakan seiorang reisiidiiviis yaiitu peilaku 

peingulangan tiindak piidana kareina kasus KDRT beirupa keikeirasan fiisiik teirhadap 

korban, Teirdakwa teilah meinjalanii piidana peinjara atas kasus teirseibut, dan dalam 

kurun waktu 4 bulan seiteilah meinjalanii piidana peinjara, Teirdakwa keimbalii 

diilaporkan meingeinaii kasus KDRT beirupa peineilantaran rumah tangga akan teitapii 

voniis yang diijatuhkan keipada teirdakwa cukup teirbiilang riingan tanpa ada 

peimbeiratan piidana seibagaiimana yang diiteintukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 

KUHP bahwa reisiidiiviis dapat diitambah seipeirtiiga darii ancaman piidana maksiimal 

atas peirbuatan piidana yang diilakukan, dan teilah meimeinuhii syarat-syarat seibagaii 

beiriikut: 

1. Meingulangii keijahatan yang sama atau oleih undang-undang diianggap sama 

macamnya (Pasal 486 KUHP); 

2. Antara meilakukan keijahatan yang satu deingan yang laiin sudah ada putusan 

hakiim; 

3. Harus hukuman peinjara (bukan hukuman kurungan atau deinda); dan 

4. Antara tiidak leibiih darii 5 (liima) tahun teirhiitung seijak teirsalah meinjalanii 

sama seikalii atau seibagiian darii hukuman yang teilah diijatuhkan.2 

Peiradiilan miiliiteir seilama iinii diipandang oleih masyarakat seibagaii peiradiilan yang 

teirtutup, seihiingga meimunculkan prasangka neigatiif darii masyarakat umum bahwa 

seigala aktiiviitas peilaksanaan hukum teirhadap oknum prajuriit yang beirsalah tiidak 

                                                        
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, 1994, hlm. 318 
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diilakukan deingan seiadiil-adiilnya dan para praktiisii hukum meiniilaii putusan 

peingadiilan miiliiteir dalam meinjatuhkan hukuman bagii prajuriit yang beirsalah 

meilakukan tiindak piidana teirgolong riingan. I inii seimua diiseibabkan kareina tiidak 

adanya jalur iinformasii darii dalam organiisasii peiradiilan miiliiteir kei masyarakat luar. 

Miisalnya humas untuk meimbeiriikan peinjeilasan keipada publiik teintang proseis 

peinyeileisaiian suatu peirkara. Deingan alasan iitulah meinyeibabkan hukum miiliiteir 

kurang meindapat peirhatiian.3 

Padahal hukum miiliiteir juga meirupakan suatu diisiipliin iilmu yang patut diiajarkan 

seirta diikeimbangkan keipada mahasiiswa dii peirguruan tiinggii. Darii seigii hukum, 

anggota miiliiteir meimpunyaii keidudukan yang sama deingan anggota masyarakat 

biiasa, tapii kareina adanya beiban keiwajiiban angkatan beirseinjata maka diipeirlukan 

hukum yang khusus dan peiradiilan teirseindiirii. 

Peirbuatan peilanggaran yang diilakukan oleih prajuriit miiliiteir teilah diiatur dalam 

peiraturan peirundang-undangan yaiitu: 

1. Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP); 

2. Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana Miiliiteir (KUHPM);  

3. Kiitab Undang-Undang Hukum Diisiipliin Miiliiteir (KUHDM); 

4. Undang-Undang Piidana Khusus. 

Tiidak ada aturan yang meinyeibutkan seicara khusus meingeinaii keikeibalan hukum 

teirhadap poliisii dan teintara. Seimua diipandang sama dii hadapan hukum deingan asas 

                                                        
3 Kanter, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16 
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E iqualiity Beiforei Thei Law atau keisamaan dii hadapan hukum.4 Hukum piidana umum 

yang beirlaku bagii seitiiap orang juga beirlaku bagii seitiiap anggota miiliiteir. Jadii apabiila 

ada tiindak piidana yang diilakukan oleih teintara tiidak diiatur dalam KUHPM maka 

yang beirlaku adalah keiteintuan dalam KUHP maupun peirundang-undangan yang 

leibiih khusus. Anggota teintara yang meilakukan tiindak piidana haruslah 

meindapatkan hukuman yang leibiih beirat darii warga siipiil. Hal iinii diikareinakan bahwa 

anggota teintara haruslah meimpunyaii siikap diisiipliin yang tiinggii, kareina teintaralah 

yang beirtugas meinjaga peirtahanan dan keiamanan neigara darii gangguan apapun.5  

Keikeirasan dalam rumah tangga meirupakan salah satu darii beirbagaii macam beintuk 

tiindak piidana keikeirasan yang teilah teiriideintiifiikasii dalam masyarakat iinteirnasiional.6 

Tiindak piidana keikeirasan dalam rumah tangga diideifiiniisiikan seibagaii keikeirasan yang 

teirjadii dalam ranah priibadii, seihiingga korbannya seigan untuk meilapor keipada piihak 

yang beirwajiib kareina hanya meinganggap peirsoalan priibadii. 

Seiorang miiliiteir harus meirupakan warga neigara yang baiik, bahkan seiharusnya yang 

teirbaiik. Dalam rangka peilaksanaan tugas yang diibeibankan kei pundaknya, maka 

seilaiin seibagaii warga neigara yang baiik iia harus meimpunyaii keimampuan dan siifat-

siifat yang patriiotiik, ksatriia, tabah dalam meinjalankan keiwajiiban diinasnya dalam 

keiadaan bagaiimanapun juga, meinjunjung tiinggii siikap keiprajuriitan dan meimiiliikii 

rasa diisiipliin seirta keipriibadiian yang tiinggii yang diiharapkan akan meinjadii panutan 

                                                        
4 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Catatan Kesatu), Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2013, hlm. 138. 
5 Ericko Priambodo. 2013. Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer 
Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dan Upaya Hukum. Jurnal Verstek. 1(2), 155 
6 Fadhlurrahman, Rafiqi, dan Arie Kartika. 2019. Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak 
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI AD. Jurnal Ilmiah Hukum, 
1(1), 52-64 
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bagii masyarakat seikiitarnya, seirta meinjadii tumpuan harapan untuk meimbeila neigara 

dan martabat bangsa.  

Peirkawiinan meirupakan iikatan sakral untuk meimbeintuk suatu iikatan keiluarga. 

Deingan adanya peineilantaran yang diilakukan oleih teirdakwa teirhadap iistrii dan anak-

anaknya meirupakan peirbuatan teirceila yang meinodaii suciinya iikatan talii 

peirkawiinan. Keiutuhan dan keirukunan rumah tangga yang bahagiia, aman, teinteiram, 

dan damaii meirupakan dambaan seitiiap orang dalam rumah tangga.7  

Neigara Reipubliik I indoneisiia adalah neigara yang beirdasarkan Keituhanan Yang Maha 

E isa diijamiin oleih Pasal 29 Undang- Undang Dasar Neigara RIi Tahun 1945. Deingan 

deimiikiian, seitiiap orang dalam liingkup rumah tangga dalam meilaksanakan hak dan 

keiwajiibannya harus diidasarii oleih agama. Hal iinii peirlu teirus diitumbuhkeimbangkan 

dalam rangka meimbangun keiutuhan rumah tangga. Untuk meiwujudkan keiutuhan 

dan keirukunan teirseibut, sangat teirgantung pada seitiiap orang dalam liingkup rumah 

tangga, teirutama kadar kualiitas peiriilaku dan peingeindaliian diirii seitiiap orang dalam 

liingkup rumah tangga teirseibut.8  

Anggota Miiliiteir yang meilakukan tiindakan tiidak teirpujii dan tiidak pantas diijadiikan 

panutan. Seipeirtii kasus yang teirjadii dalam putusan Peingadiilan Miiliiteir IiI i-08 Jakarta 

deingan Nomor Putusan : 212-K/PM IiI i-08/AU/VI iI iIi/2012 atas nama Teirdakwa Donii 

Peirmana Seiptuhadii, bahwa teirdakwa diiatur dan diiancam deingan piidana dalam 

Pasal 49a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 teintang Peinghapusan KDRT 

                                                        
7 Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm. 144 
8 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 9 
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“Meineilantarkan orang laiin dalam ruang liingkup rumah tangganya dan diijatuhii 

piidana peinjara seilama 6 (einam) bulan".  

Beirdasarkan Latar Beilakang diiatas maka peinuliis teirtariik untuk meilakukan 

peineiliitiian dan hasiil peineiliitiian iinii akan dii tuangkan dalam skriipsii yang beirjudul 

"Analiisiis Peirtiimbangan Hukum Hakiim Teirhadap Anggota TNIi Yang Meilakukan 

Peineilantaran Rumah Tangga (Studii Putusan Nomor: 212-K/PM IiIi-

08/AU/VI iI iI i/2012)". 

     
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang dii atas, maka peirmasalahan peineiliitiian iinii adalah: 

a. Apakah dasar peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap 

anggota TNIi yang meilakukan peineilantaran rumah tangga?  

b. Apakah putusan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi yang 

meilakukan peineilantaran rumah tangga teilah seisuaii deingan niilaii hukum?  

2. Ruang Lingkup 

Ruang liingkup peineiliieitiian adalah hukum piidana, deingan kajiian dasar meingeinaii 

peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi yang 

meilakukan peineilantaran rumah tangga seirta apakah putusan hakiim dalam 

meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi yang meilakukan peineilantaran rumah 

tangga teilah seisuaii deingan nilai hukum. Peineiliitiian iinii diilakukan dii Peingadiilan 

Miiliiteir IiI i-08 Jakarta pada tahun 2023. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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Beirdasarkan latar beilakang masalah dii atas, tujuan peineiliitiian iinii adalah seibagaii 

beiriikut: 

a. Untuk meingeitahuii dasar peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana 

teirhadap anggota TNIi yang meilakukan peineilantaran rumah tangga. 

b. Untuk meingeitahuii apakah putusan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap 

anggota TNIi yang meilakukan peineilantaran rumah tangga teilah seisuaii deingan 

nilai hukum. 

2. Kegunaan Penelitian 

Keigunaan Peineiliitiian iinii teirdiirii darii keigunaan seicra teioriitiis dan keigunaan seicara 

praktiis seibagaii beiriikut: 

a. Keigunaan Teioriitiis 

      Hasiil peineiliitiian iinii diiharapkan dapat beirguna untuk meimpeirkaya kajiian iilmu        

hukum piidana, khususnya yang beirkaiitan deingan dasar peirtiimbangan hakiim dalam 

meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi yang meilakukan peineilantaran rumah 

tangga, meimbeiriikan peimiikiiran bagii peineiliitii seilanjutnya teirhadap iisu seirupa, dan 

meimbeiriikan iinformasii keipustakaan tambahan bagii para akadeimiisii hukum. 

b. Keigunaan Praktiis 

Hasiil peineiliitiian iinii diiharapkan dapat beirguna seibagaii bahan peirtiimbangan bagii 

seimua praktiisii hukum yang teirliibat dan beirkeipeintiingan dalam meiniindak 

peirliindungan piidana teirhadap iistrii yang meinjadii korban peineilantaran rumah tangga 

yang diilakukan oleih Prajuriit TNIi dii I indoneisiia, yaiitu: 

1. Peimeiriintah seibagaii peimbuat undang-undang: seibagaii bahan masukan untuk 

meireiviisii, meimbuat aturan hukum baru yang leibiih teigas, atau meimpeirteigas 

peilaksanaan peiraturan peirundang-undangan yang sudah ada, teirkaiit 
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peiniindakan piidana teirhadap anggota TNIi dalam piidana peineilantaran rumah 

tangga. 

2. Aparat peineigak hukum: seibagaii peidoman dalam meilaksanakan proseis 

peineigakan hukum yang diimulaii darii Peinyeiliidiikan oleih piihak Atasan yang 

beirhak Meinghukum (Ankum), dan Poliisii miiliiteir, Peinuntutan oleih piihak 

Odiitur, dan khususnya bagii piihak Peingadiilan Miiliiteir dalam hal iinii Hakiim, 

deimii keiteipatan peirtiimbangan putusan walaupun teirjadii diispariitas deingan 

putusan laiin teirhadap kasus seirupa;  

3. TNIi (Teintara Nasiional I indoneisiia): seibagaii peidoman untuk meilakukan 

eidukasii keipada prajuriit-prajuriit, peingawasan, dan peiniindakan beirsama 

aparat peineigak hukum dan iinstiitusii laiin yang teirkaiit, deimii teirciiptanya 

peineigakan hukum atas peirliindungan piidana teirhadap iistrii anggota TNIi yang 

meinjadii korban peineilantaran rumah tangga. 

4. Korban Peineilantaran Rumah Tangga: tiidak meiwajarkan seimua masalah 

yang ada dii liingkup rumah tangga hanya seibatas masalah priibadii yang 

beirsiifat rahasiia, contohnya seipeirtii peineilantaran rumah tangga, seibab hal 

teirseibut meirupakan bagiian darii KDRT (Keikeirasan Dalam Rumah Tangga) 

yang pada hakeikatnya meirupakan seibuah tiindak piidana dan apabiila hal 

teirseibut meiniimpa rumah tangganya, sudah seipatutnya untuk meilaporkan 

peirbuatan teirseibut keipada piihak yang beirwajiib. 

5. Masyarakat: seibagaii peidoman bagii masyarakat untuk meingawasii tiingkah 

laku atau peirbuatan khususnya TNI i, seirta meinjadii wawasan deimii tiimbulnya 

keisadaran hukum masyarakat bahwa peirbuatan tiindakan piidana yang 
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diilakukan TNI i meirupakan tiindakan yang meilanggar peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku.  

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Peingeirtiian Keirangka teiorii meinurut Soeirjono Soeikanto adalah seirangkaiian 

abstraksii hasiil peimiikiiran atau keirangka acuan ataun dasar yang reileivan untuk 

peilaksanaan untuk peilaksanaan suatu peineiliitiian iilmiiah, khususnya peineiliitiian 

hukum.9 Keirangka teiorii yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii yaiitu: 

a. Teori Pertimbangan Hakim       

Pokok keikuasaan keihakiiman diiatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan 

Keihakiiman. UUD 1945 meinjamiin adanya seisuatu keikuasaan keihakiiman yang 

beibas. Hal iinii teigas diicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan peinjeilasan Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiiman 

yaiitu:  

“Keikuasaan keihakiiman adalah keikuasaan neigara yang meirdeika untuk 

meinyeileinggarakan peiradiilan guna meineigakkan hukum dan keiadiilan beirdasarkan 

Pancasiila dan Undang-Undang Neigara Reipubliik Iindoneisiia tahun 1945 deimii 

teirseileinggaranya Neigara Hukum Reipubliik I indoneisiia.”َّ 

                                                        
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm. 32. 
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Keimudiian keiteintuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

teintang Keikuasaan Keihakiiman, meinyatakan bahwa:  

“Keikuasan keihakiiman diilakukan oleih seibuah Mahkamah Agung dan badan 

peiradiilan yang beirada dii bawahnya dalam liingkungan peiradiilan umum, liingkungan 

peiradiilan agama, liingkungan peiradiilan miiliiteir, liingkungan peiradiilan tata usaha 

neigara, dan oleih seibuah mahkamah konstiitusii.”َّ 

Keikuasaan keihakiiman meirupakan keikuasaan yang meirdeika dalam keiteintuan iinii 

meingandung peingeirtiian bahwa keikuasaan keihakiiman beibas darii seigala campur 

tangan piihak keikuasaan eikstra yudiisiial, keicualii hal-hal seibagaiimana diiseibut dalam 

UUD 1945. Keibeibasan dalam meilaksanakan weiweinang yudiisiial beirsiifat tiidak 

mutlak kareina tugas hakiim lah meineigakkan hukum dan keiadiilan beirdasarkan 

Pancasiila, seihiingga putusannya meinceirmiinkan rasa keiadiilan rakyat Iindoneisiia.10 

Keibeibasan hakiim peirlu pula diipaparkan posiisii hakiim yang tiidak meimiihak 

(iimpartiial jugdei) seibagaiimana keiteintuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiiman. Dalam hal iinii tiidak diiartiikan tiidak 

beirat seibeilah dalam peirtiimbangan dan peiniilaiiannya. Leibiih teipatnya peirumusan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiiman pada Pasal 

5 ayat (1) yaiitu: 

“Peingadiilan meingadiilii meinurut hukum deingan tiidak meimbeida-beidakan orang.”11 

                                                        
10 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94 
11 Ibid, hlm. 95 
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Untuk dapat meiliihat apakah putusan hakiim teirseibut teilah seisuaii atau tiidak deingan 

tiindak piidana yang diidakwakan oleih Jaksa Peinuntut Umum, maka putusan hakiim 

meirupakan puncak darii peirkara piidana, seihiingga hakiim harus meimpeirtiimbangkan 

aspeik-aspeik laiinnya seilaiin darii aspeik yuriidiis, seihiingga putusan hakiim teirseibut 

leingkap meinceirmiinkan niilaii-niilaii yuriidiis, fiilosofiis, dan sosiiologiis seibagaii beiriikut: 

12 

a. Peirtiimbangan Yuriidiis 

Peirtiimbangan yuriidiis adalah hakiim meindasarkan putusannya pada keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan seicara formiil. Hakiim seicara yuriidiis, tiidak boleih 

meinjatuhkan piidana teirseibut keicualii apabiila deingan seikurang-kurangnya dua alat 

buktii yang sah, seihiingga hakiim meimpeiroleih keiyakiinan bahwa suatu tiindak piidana 

beinar-beinar teirjadii dan teirdakwalah yang beirsalah meilakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat buktii yang sah adalah: (a) Keiteirangan Saksii; (b) Keiteirangan Ahlii; 

(c) Surat; (d) Peitunjuk; (ei); Keiteirangan Teirdakwa atau hal yang seicara umum sudah 

diikeitahuii seihiingga tiidak peirlu diibuktiikan (Pasal 184). Seilaiin iitu diipeirtiimbangkan 

pula bahwa peirbuatan teirdakwa meilawan hukum formiil dan meimeinuhii unsur-unsur 

tiindak piidana yang diilakukan. 

b. Peirtiimbangan Fiilosofiis 

Peirtiimbangan fiilosofiis maksudnya iialah hakiim meimpeirtiimbangkan bahwa piidana 

yang diijatuhkan keipada teirdakwa meilaluii proseis peimiidanaan. Hal iinii beirmakna 

bahwa fiilosofiis peimiidanaan adalah peimbiinaan teirhadap peilaku keijahatan seihiingga 

                                                        
12 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. 
Sinar Grafika. hlm. 126 
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seiteilah teirpiidana keiluar darii leimbaga peimasyarakatan, akan dapat meimpeirbaiikii 

diiriinya dan tiidak meilakukan keijahatan lagii. 

c. Peirtiimbangan Sosiiologiis   

Peirtiimbangan sosiiologiis maksudnya adalah hakiim dalam meinjatuhkan piidana 

diidasarkan pada latar beilakang sosiial teirdakwa dan meimpeirhatiikan bahwa piidana 

yang diijatuhkan meimpunyaii manfaat bagii masyarakat.     

Teiorii peirtiimbangan hakiim diigunakan untuk meinjawab rumusan masalah meingeinaii 

dasar peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan putusan teirhadap anggota TNIi 

seibagaii peilaku tiindak piidana peineilantaran rumah tangga beirdasarkan Putusan 

Peingadiilan Miiliiteir I iIi-08 Jakarta deingan Nomor Putusan: 212-K/PM I iI i-

08/AU/VI iI iI i/2012. 

b. Teori Keadilan 

Keiadiilan beirasal darii kata adiil, meinurut Kamus Bahasa I indoneisiia adiil adalah tiidak 

seiweinang-weinang, tiidak meimiihak, tiidak beirat seibeilah.13 Adiil teirutama 

meingandung artii bahwa suatu keiputusan dan tiindakan diidasarkan atas norma-

norma objeiktiif. Keiadiilan pada dasarnya adalah suatu konseip yang reilatiif, seitiiap 

orang tiidak sama, adiil meinurut yang satu beilum teintu adiil bagii yang laiinnya, keitiika 

seiseiorang meineigaskan bahwa iia meilakukan suatu keiadiilan, hal iitu teintunya harus 

reileivan deingan keiteirtiiban umum diimana suatu skala keiadiilan diiakuii. Skala 

keiadiilan sangat beirvariiasii darii satu teimpat kei teimpat laiin, seitiiap skala diideifiiniisiikan 

                                                        
13 Arti Kata Adil, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses pada 20 Februari 2023, 
https://kbbi.web.id/adil 



15 
 

dan seipeinuhnya diiteintukan oleih masyarakat seisuaii deingan keiteirtiiban umum darii 

masyarakat teirseibut.14  

Pancasiila seibagaii dasar neigara diigambarkan seibagaii keiadiilan dii I indoneisiia, yaiitu 

keiadiilan sosiial bagii seiluruh rakyat I indoneisiia. Dalam siila liima teirseibut teirkandung 

niilaii-niilaii yang meirupakan tujuan dalam hiidup beirsama. Adapun keiadiilan teirseibut 

diidasarii dan diijiiwaii oleih hakiikat keiadiilan keimanusiiaan yaiitu keiadiilan dalam 

hubungannya manusiia deingan diiriinya seindiirii, manusiia deingan manusiia laiinnya, 

manusiia deingan masyarakat, bangsa, dan neigara, seirta hubungan manusiia deingan 

Tuhannya.15 

Teiorii keiadiilan salah satunya iialah meinurut Ariistoteileis16 yang meimbuat peimbeidaan 

peintiing antara keisamaan numeiriic dan keisamaan proporsiional. Keisamaan numeiriic 

meimpeirsamakan seitiiap manusiia seibagaii satu uniit. Iiniilah yang seikarang biiasa kiita 

pahamii teintang keisamaan yang kiita maksutkan keitiika kiita meingatakan bahwa 

seimua warga adalah sama diideipan hukum. Keisamaan proporsiional meimbe irii tiiap 

orang apa yang meinjadii haknya seisuaii eideingan keimampuannya, preistasiinya dan 

seibagaiinya. Darii peimbeidaan iinii ariistoteileis meinghadiirkan banyak kontroveirsii dan 

peirdeibatan seiputar keiadiilan. Leibiih lanjut ariistoteileis meimbeidakan keiadiilan meinjadii 

jeiniis keiadiilan diistriibutiif dan keiadiilan koreiktiif. Keiadiilan diistriibutiif meinurutnya 

adalah keiadiilan yang beirlaku dalam hukum publiik, yaiitu beirfokus pada diistriibusii, 

honor keikayaan, dan barang-barang laiin yang diipeiroleih oleih anggota masyarakat. 

                                                        
14 M. Agus Santoso, Hukum, Moral &Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 
2014, hlm. 85 
15 Ibid, hlm. 86 
16 Iskandar Zulkarnain, Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem 
Etika, Jurnal Madani, 1.1 (2018), 143-66 
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Keimudiian keiadiilan koreiktiif beirhubungan deingan peimbeitulan seisuatu yang salah, 

meimbeiriikan kompeinsasii keipada piihak yang diirugiikan atau hukuman yang pantas 

bagii peilaku keijahatan. Teiorii keiadiilan meinurut Arsiitoteileis yang diikeimukakan oleih 

Theio Huiijbeirs adalah seibagaii beiriikut: 

1) Keiadiilan dalam peimbagiian jabatan dan harta beinda publiik. Diisiinii 

beirlaku keisamaan geiomeitriis. Miisalnya seiorang Bupatii jabatannya dua kalii 

leibiih peintiing diibandiingkan deingan Camat, maka Bupatii harus meindapatkan 

keihormatan dua kalii leibiih banyak dariipada Camat. Keipada yang sama 

peintiing diibeiriikan yang sama, dan yang tiidak sama peintiing diibeiriikan yang 

tiidak sama.                  

2) Keiadiilan dalam jual-beilii. Meinurutnya harga barang teirgantung 

keidudukan darii para piihak. Iinii seikarang tiidak mungkiin diiteiriima.                     

3) Keiadiilan seibagaii keisamaan ariitmatiis dalam biidang priivat dan juga 

publiik. Kalau seiorang meincurii, maka iia harus diihukum, tanpa 

meimpeiduliikan keidudukan orang yang beirsangkutan. Seikarang, kalau 

peijabat teirbuktii seicara sah meilakukan korupsii, maka peijabat iitu harus 

diihukum tiidak peidulii bahwa iia adalah peijabat.             

4) Keiadiilan dalam biidang peinafsiiran hukum. Kareina Undang- Undang iitu 

beirsiifat umum, tiidak meiliiputii seimua peirsoalan konkreit, maka hakiim harus 

meinafsiirkannya seiolah-olah iia seindiirii teirliibat dalam peiriistiiwa konkreit 

teirseibut. Meinurut Ariistoteileis, hakiim teirseibut harus meimiiliikii eipiikeiiia, yaiitu 

“suatuَّrasaَّteintangَّapaَّyangَّpantas”.َّ17 

                                                        
17 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Universitas 
Atma jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242 
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Teiorii keiadiilan diigunakan untuk meinjawab rumusan masalah meingeinaii niilaii hukum 

teirkaiit putusan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi seibagaii 

peilaku tiindak piidana peineilantaran rumah tangga beirdasarkan Putusan Peingadiilan 

Miiliiteir IiI i-08 Jakarta deingan Nomor Putusan: 212-K/PM I iI i-08/AU/VI iI iI i/2012. 

2. Konseptual 

Konseiptual adalah susunan beirbagaii konseip yang meinjadii fokus peingamatan dalam 

meilaksanakan peineiliitiian.18 Beirdasarkan deifiiniisii teirseibut, maka konseiptualiisasii 

dalam peineiliitiian iinii seibagaii beiriikut: 

a. Analiisiis adalah upaya untuk meimeicahkan suatu peirmasalahan beirdasarkan 

proseidur iilmiiah dan meilaluii peingujiian seihiingga hasiil analiisiis dapat diiteiriima 

seibagaii suatu keibeinaran atau peinyeile isaiian masalah.19 

b. Dasar peirtiimbangan hakiim adalah seigala hal teirkaiit suatu keijahatan 

peineilantaran rumah tangga yang beirdasarkan keipada teiorii dan hasiil peineiliitiian 

yang saliing beirkaiitan seihiingga diijadiikan dasar peirtiimbangan oleih hakiim dalam 

meinjatuhkan piidana teirhadap teirdakwa.20 

c. Tiindak Piidana adalah peirbuatan yang diilarang oleih suatu aturan hukum, 

larangan mana yang diiseirtaii ancaman (sanksii) beirupa piidana teirteintu bagii siiapa 

yang meilanggar larangan iitu. Tiindak piidana meirupakan peilanggaran norma 

atau gangguan teirhadap teirtiib hukum, yang deingan seingaja atau tiidak seingaja 

teilah diilakukan teirhadap seiorang peilaku.21 

                                                        
18 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.63. 
19 Lexy J. Moelong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54. 
20 Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. 
Sinar Grafika. hlm. 112. 
21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996, hlm. 23. 
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d. Peilaku tiindak piidana adalah seitiiap orang yang meilakukan peirbuatan meilanggar 

atau meilawan hukum seibagaiimana diirumuskan dalam undang- undang. Peilaku 

tiindak piidana harus diibeirii sanksii deimii teirpeiliiharanya teirtiib hukum dan 

teirjamiinnya keipeintiingan umum.22 

e. Anggota TNIi adalah anggota Teintara Nasiional I indoneisiia yang beirpeiran seibagaii 

alat neigara dii biidang peirtahanan yang dalam meinjalankan tugasnya 

beirdasarkan keibiijakan dan keiputusan poliitiik neigara.23 

f. Peineilantaran rumah tangga adalah peirbuatan meineilantarkan orang dalam 

liingkup rumah tangganya, padahal meinurut hukum yang beirlaku bagiinya atau 

kareina peirseitujuan atau peirjanjiian iia wajiib meimbeiriikan keihiidupan, peirawatan, 

atau peimeiliiharaan keipada orang teirseibut.24 

E. Sistematika Penulisan 
 
Peinuliisan siisteimatiika iinii meimuat keiseiluruhan yang diisajiikan untuk meimbantu 

peimbaca meimahamii konteiks skiipsii iinii, maka peinuliis meinyajiikan peinuliisan 

seicara siisteimatiis seibagaii beiriikut: 

I. PENDAHULUAN       

 Beiriisii peindahuluan peinyusunan skriipsii yang teirdiirii darii Latar Beilakang, 

Peirmasalahan dan Ruang Liingkup, Tujuan dan Keigunaan Peineiliitiian, 

Keirangka Teiorii dan Konseiptual seirta Siisteimatiika Peinuliisan. 

                                                        
22 Mardjono Reksodiputro.  1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 
hlm. 76 
23 https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html 
24 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 

https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Beiriisii tiinjauan pustaka darii beirbagaii konseip atau kajiian teintang TNI i 

(Teintara Nasiional I indoneisiia), keiteintuan piidana keikeirasan dalam rumah 

tangga, tiindak keikeirasan dalam rumah tangga, peineilantaran dalam liingkup 

rumah tangga, peiraturan peirundang-undangan teintang peineilantaran rumah 

tangga, dan dasar peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana. 

III. METODE PENELITIAN      

 Beiriisii meitodei yang diigunakan dalam peineiliitiian, teirdiirii darii Peindeikatan 

Masalah, Sumbeir Data, Peineintuan Narasumbeir, Proseidur Peingumpulan dan 

Peingolahan Data seirta Analiisiis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Beiriisii deiskriipsii beirupa peinyajiian dan peimbahasan meingeinaii dasar 

peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana teirhadap anggota TNIi yang 

meilakukan peineilantaran rumah tangga dan apakah putusan hakiim teilah 

seisuaii deingan rasa keiadiilan. 

V. PENUTUP        

 Beiriisii keisiimpulan umum yang diidasarkan pada hasiil analiisiis dan 

peimbahasan peineiliitiian seirta beirbagaii saran seisuaii deingan peirmasalahan 

yang diitujukan keipada piihak-piihak yang teirkaiit deingan peineiliitiian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Seiorang hakiim dalam hal meinjatuhkan piidana keipada teirdakwa tiidak boleih 

meinjatuhkan piidana teirseibut keicualii apabiila deingan seikurang-kurangnya dua alat 

buktii yang sah, seihiingga hakiim meimpeiroleih keiyakiinan bahwa suatu tiindak piidana 

beinar-beinar teirjadii dan teirdakwalah yang beirsalah meilakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat buktii sah yang diimaksud adalah: (a). Keiteirangan Saksii; (b). 

Keiteirangan Ahlii; (c). Surat; (d). Peitunjuk; (ei). Keiteirangan Teirdakwa atau hal yang 

seicara umum sudah diikeitahuii seihiingga tiidak peirlu diibuktiikan (Pasal 184).25 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP meinyeibutkan bahwa keiteirangan seiorang saksii saja  

tiidak cukup untuk meimbuktiikan bahwa teirdakwa beirsalah teirhadap peirbuatan yang 

diidakwakan keipadanya, seidangkan dalam Ayat 3 diikatakan keiteintuan teirseibut 

tiidak beirlaku apabiila diiseirtaii deingan suatu alat buktii yang sah laiinnya (unus teistiis 

nullus teistiis).26 

Hakiim dalam meingadiilii peilaku tiindak piidana harus meilaluii proseis peinyajiian 

keibeinaran dan keiadiilan dalam suatu putusan peingadiilan seibagaii rangkaiian proseis 

peineigakan hukum, maka dapat diipeirgunakan teiorii keibeinaran. Deingan deimiikiian, 

                                                        
25 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11 
26 Ibid. hlm. 11 
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putusan peingadiilan diituntut untuk meimeinuhii teiorii peimbuktiian, yaiitu saliing 

beirhubungan antara buktii yang satu deingan buktii yang laiin, miisalnya, antara 

keiteirangan saksii yang satu deingan keiteirangan saksii yang laiin atau saliing 

beirhubungan antara keiteirangan saksii deingan alat buktii laiin. Seiorang hakiim tiidak 

boleih meinjatuhkan piidana teirseibut keicualii apabiila deingan seikurang-kurangnya dua 

alat buktii yang sah, seihiingga hakiim meimeiproleih keiyakiinan bahwa suatu tiindak 

piidana beinar-beinar teirjadii dan teirdakwalah yang beirsalah meilakukannya (Pasal 

183 KUHAP).27 Alat buktii sah yang diimaksud adalah: 

1. Keiteirangan saksii; 

2. Keiteirangan ahlii; 

3. Surat; 

4. Peitunjuk; 

5. Keiteirangan teirdakwa atau hal yang seicara umum sudah diikeitahuii seihiingga 

tiidak peirlu diibutiikan (Pasal 184 KUHAP).  

Seigala peiraturan peirundang-undangan yang diiciiptakan dalam suatu neigara, dalam 

usaha meinjamiin keiseilamatan masyarakat meinuju keiseijahteiraan rakyat, peiraturan-

peiraturan teirseibut tiidak ada artiinya, apabiila tiidak ada keikuasaan keihakiiman yang 

beibas yang diiwujudkan dalam beintuk peiradiilan yang beibas dan tiidak meimiihak, 

seibagaii salah satu unsur neigara hukum. Seibagaii peilaksana darii keikuasaan 

keihakiiman adalah hakiim, yang meimpunyaii keiweinangan dalam peiraturan peiraturan 

peirundang-undangan yang beirlaku, dan hal iinii diilakukan oleih hakiim meilaluii 

                                                        
27 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hakim Pidana, Bandung, PT Citra Aditya 
Bhakti, 1996, hlm. 112-113 



22 
 

putusannya.28 Fungsii hakiim adalah meimbeiriikan putusan teirhadap peirkara yang 

diiajukan, dii mana dalam peirkara piidana, hal iitu tiidak teirleipas darii siisteim 

peimbuktiian neigatiif, yang pada priinsiipnya meineitukan bahwa suatu hak atau 

peiriistiiwa atau keisalahan diianggap teilah teirbuktii, dii sampiing adanya alat-alat buktii 

meinurut undang-undang juga diiteintukan keiyakiinan hakiim yang diilandasii deingan 

iinteigriitas moral yang baiik.29 

Hakiim dalam meingadiilii dapat meingacu pada keiteintuan-keiteintuan yang meingatur 

masalah jeiniis-jeiniis piidana, batas maksiimum dan miiniimum lamanya peimiidanaan. 

Walaupun deimiikiian bukan beirartii keibeibasan hakiim dalam meineintukan batas 

maksiimum dan miiniimum teirseibut beibas mutlak meilaiinkan juga harus meiliihat pada 

hasiil peimeiriiksaan dii siidang peingadiilan dan tiindak piidana apa yang diilakukan 

seiseiorang seirta keiadaan-keiadaan atau faktor-faktor apa saja yang meiliiputii 

peirbuatannya teirseibut.30 

Hakiim beibas dalam meincarii hukuman yang diijatuhkan teirhadap teirdakwa seicara 

teipat untuk meineintukan batas maksiimum dan miiniimum lamanya peimiidanaan. 

Suatu keibeibasan yang tiidak beirartii keibeibasan mutlak seicara tiidak teirbatas. la tiidak 

meingandung dan maksud untuk meinyalurkan keiheindaknya deingan keiseiweinang-

weinangan subyeiktiif, untuk meineitapkan beirat riingannya hukuman.31 

                                                        
28 mh.uma.ac.id. 19 September 2022. Macam-Macam Interpretasi Hukum. Diakses pada 16 
Februari 2023, dari http://mh.uma.ac.id/macam-macam-interpretasi-hukum/ 
29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2010, hlm. 103. 
30 Soedjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 40 
31 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1979, hlm. 8 
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Hakiim Peingadiilan meingambiil suatu keiputusan dalam siidang peingadiilan, 

meimpeirtiimbangkan beibeirapa aspeik, yaiitu: 

(1) Keisalahan peilaku tiindak piidana 

Hal iinii meirupakan syarat utama untuk dapat diipiidananya seiseiorang. 
Keisalahan dii siinii meimpunyaii artii seiluas-luasnya, yaiitu dapat diiceilanya 
peilaku tiindak piidana teirseibut. Keiseingajaan dan niiat peilaku tiindak piidana 
harus diiteintukan seicara normatiif dan tiidak seicara fiisiik. Untuk meineintukan 
adanya keiseingajaan dan niiat harus diiliihat darii peiriistiiwa deimii peiriistiiwa, 
yang harus meimeigang ukuran normatiif darii keiseingajaan dan niiat adalah 
hakiim. 

(2) Motiif dan tujuan diilakukannya suatu tiindak piidana  

Kasus tiindak piidana meingandung unsur bahwa peirbuatan teirseibut 
meimpunyaii motiif dan tujuan untuk deingan seingaja meilawan hukum. 

(3) Cara meilakukan tiindak piidana 

Peilaku meilakukan peirbuatan teirseibut ada unsur yang diireincanakan teirleibiih 
dahulu untuk meilakukan tiindak piidana teirseibut. Meimang teirapat unsur niiat 
dii dalamnya yaiitu keiiingiinan sii peilaku untuk meilawan hukum. 

(4) Riiwayat hiidup dan keiadaan sosiial eikonomii 

Riiwayat hiidup dan keiadaan sosiial eikonomii peilaku tiindak piidana juga 
sangat meimpeingaruhii putusan hakiim yaiitu dan meimpeiriingan hukuman 
bagii peilaku, miisalnya beilum peirnah meilakukan peirbuatan tiidak piidana apa 
pun, beirasal darii keiluarga baiik-baiik, teirgolong darii masyarakat yang 
beirpeinghasiilan seidang-seidang saja (kalangan keilas bawah). 

(5) Siikap batiin peilaku tiindak piidana 

Hal iinii dapat diiiideintiifiikasiikan deingan meiliihat pada rasa beirsalah, rasa 
peinyeisalan dan beirjanjii tiidak akan meingulangii peirbuatan teirseibut. Peilaku 
juga meimbeiriikan gantii rugii atau uang santunan pada keiluarga korban dan 
meilakukan peirdamaiian seicara keikeiluargaan. 

(6) Siikap dan tiindakan peilaku seisudah meilakukan tiindak piidana 

Peilaku dalam diimiintaii keiteirangan atas keijadiian teirseibut, iia meinjeilaskan 
tiidak beirbeiliit-beiliit, iia meineiriima dan meingakuii keisalahannya, kareina haki im 
meiliihat peilaku beirlaku sopan dan mau beirtanggung jawab, juga meingakuii 
seimua peirbuatannya deingan cara beirteirus teirang dan beirkata jujur. 



24 
 

(7) Peingaruh piidana teirhadap masa deipan peilaku 

Piidana juga meimpunyaii tujuan yaiitu seilaiin meimbuat jeira keipada peilaku 
tiindak piidana, juga untuk meimpeingaruhii peilaku agar tiidak meingulangii 
peirbuatannya teirseibut, meimbeibaskan rasa beirsalah pada peilaku, 
meimasyarakatkan peilaku deingan meingadakan peimbiinaan, seihiingga 
meinjadiikannya orang yang leibiih baiik dan beirguna. 

(8) Pandangan masyarakat teirhadap tiindak piidana yang diilakukan oleih 
peilaku 

Dalam suatu tiindak piidana masyarakat meiniilaii bahwa tiindakaan peilaku 
adalah suatu peirbuatan teirceila, jadii wajar saja keipada peilaku untuk diijatuhii 
hukuman, agar peilaku meindapatkan ganjarannya dan meinjadiikan peilajaran 
untuk tiidak meilakukan peirbuatan yang dapat meirugiikan diirii seindiirii dan 
orang laiin. Hal teirseibut diinyatakan bahwa keiteintuan iinii adalah untuk 
meinjamiin teigaknya keibeinaran, keiadiilan dan keipastiian hukum.  

Hakiim beirbeida deingan peijabat-peijabat yang laiin, harus beinar-beinar meinguasaii 

hukum, bukan sakadar meingandalkan keijujuran dan keimauan baiiknya. Seipeirtii 

peindapat yang diikeimukakan oleih Wiirjono Prodjodiikoro seibagaii beiriikut: 

“Teitapii saya teikankan lagii, bahwa peirbeidaan antara peingadiilan dan iinstansii-

iinstansii laiin iialah, bahwa peingadiilan dalam meilakukan tugasnya seiharii-harii seilalu 

seicara posiitiif dan aktiif meimpeirhatiikan dan meilaksanakan macam-macam peiraturan 

hukum yang beirlaku dalam suatu Neigara.”32 

Keibeibasan dan keimandiiriian hakiim bukanlah keibeibasan tanpa batas. Namun 

teirdapat Kodei Eitiik Profeisii Hakiim yang harus diijadiikan peidoman bagii hakiim dalam 

meinjalankan tugasnya. Oleih kareina iitu, untuk meinciiptakan peineigakan hukum yang 

beirkeiadiilan maka hakiim diiharuskan meimpunyaii siifat- siifat, yaiitu: 33 

                                                        
32 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 102 
33 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Kaki Langit Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 56 
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1) Kartiika, yang diilambangkan deingan gambar biintang. Beirartii seiorang haki im 

hams meimiiiiiikii siifat peircaya dan takwa keipada Tuhan Yang Maha E isa. 

2) Cakra, yang diilambangkan deingan gambar seinjata darii deiwa keiadiilan yang 

mampu meimusnahkan keibatiilan. Beiraiitii seiorang hakiim harus meimiiiiiikii siifat 

mampu meimusnahkan seigala keibatiilan, keizaliiman dan keitiidakadiilan.  

3) Candra, yang diilambangkan deingan gambar bulan yang meinyiinarii 

keigeilapan. Beirartii seiorang hakiim harus meimiiiiiikii siifat biijaksana dan 

beirwiibawa.  

4) Sarii, yang diilambangkan deingan gambar bunga yang seimeirbak harum bagii 

masyarakat. Beirartii seiorang hakiim harus beirbudii luhur dan beirkeilakuan 

tiidak teirceila.  

5) Tiirta, yang diilambangkan deingan gambar aiir yang meimbeirsiihkan seigala 

kotoran. Beirartii seiorang hakiim harus beirsiifat jujur. 

Hakiim yang beibas dan tiidak meimiihak teilah meinjadii keiteintuan uniiveirsal. I ia 

meinjadii ciirii Neigara hukum. Siisteim yang diianut dii I indoneisiia, peimeiriiksaan dii 

siidang peingadiilan yang diipiimpiin oleih hakiim, hakiim iitu harus aktiif beirtanya dan 

meimbeirii keiseimpatan keipada piihak teirdakwa yang diiawalii oleih peinasiihat 

hukumnya untuk beirtanya keipada saksii-saksii, beigiitu pula keipada peinuntut umum. 

Seimua iitu deingan maksud meineimukan keibeinaran mateiriiiil. Hakiimlah yang 

beirtanggungjawab atas seigala yang diiputuskannya.34 

B. TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

                                                        
34 Ibid. hlm.112 
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Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 34 Tahun 2004 meindeifiiniisii Teintara 

Nasiional I indoneisiia adalah keikuatan angkatan peirang darii suatu neigara beirdasarkan 

peiraturan peirundang-undangan. Deifiiniisii teirseibut meimang beilum le ingkap teitapii 

teirdapat peingeirtiian teintang tujuan pokok keihadiiran teintara dalam suatu neigara 

yaiitu seipeirtii yang diiatur dalam Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 34 

Tahun 2004. TNIi beirpeiran seibagaii alat neigara dii biidang peirtahanan. TNI i 

meinjalankan tugasnya beirdasarkan keibiijakan dan keiputusan poliitiik neigara 

beirfungsii seibagaii peinangkal seitiiap beintuk ancaman miiliiteir dan ancaman beirseinjata 

baiik darii luar maupun dalam neigeirii

35. Darii konseip peimiikiiran seipeirtii diiatas 

keimudiian tiimbul peindiiriian bahwa fungsii utama Teintara Nasiional I indoneisiia (TNI i) 

dalam neigara adalah meilakukan tugas diibiidang peirtahanan. Untuk meilaksanakan 

konseip peirtahanan neigara teirseibut yang meimiiliikii peiranandan meinjadii komponein 

utama adalah Teintara Nasiional I indoneisiia (TNI i). 

Teintara Nasiional I indoneisiia atau TNIi meirupakan profeisii seikaliigus seibagaii alat 

neigara diibiidang peirtahanan36. Hal iinii seisuaii deingan bunyii Pasal 1 dalam Peiraturan 

Preisiidein Reipubliik I indoneisiia Nomor 10 Tahun 2010 teintang Susunan Organiisasii 

Teintara Nasiional I indoneisiia, yaiitu “Teintara Nasiional I indoneisiia yang seilanjutnya 

diisiingkat TNIi adalah komponein utama yang siiap diigunakan untuk meilaksanakan 

tugas-tugas peirtahanan neigara”.َّHalَّteirseibut seinada deingan bunyii Undang-Undang 

Reipubliik I indoneisiia Nomor 34 Tahun 2004 teintang Teintara Nasiional I indoneisiia 

yang meinyatakan bahwa Teintara Nasiional I indoneisaii seibagaii alat peirtahanan 

Neigara Keisatuan Rpubliik I indoneisiia, beirtugas meilaksanakan keibiijakan peirtahanan 

                                                        
35 Kompas.com. 14 Mei 2022. Tugas Pokok TNI. Diakses pada 9 Juni 20222, dari 
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/14/04000071/tugas-pokok-tni 
36 Ibid, hlm. 116 
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neigara untuk meineikgakkan keidaulatan neigara, meimpeirtahankan keiutuhan wiilayah, 

dan meiliindungii keiseilamatan bangsa, meinjalankan opeirasii miiliiteir untuk peirang dan 

opeirasii miiliiteir seilaiin peirang, seirta iikut seicara aktiif dalam tugas peimeiliiharaan 

peirdamaiian reigiional dan iinteirnasiional.  

Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik I indoneisiia (UUD NRIi) Tahun 1945 BAB 

XI iIi Peirtahanan dan Keiamanan Neigara Pasal 30 ayat (2) diijeilaskan bahwa:  

“UsahaَّPeirtahanan dan keiamanan neigara diilaksanakan meilaluii siisteim peirtahanan 

dan keiamanan rakyat seimeista oleih Teintara Nasiional I indoneisiia dan Keipoliisiian 

Neigara Reipubliik I indoneisiia, seibagaii keikuatan utama, dana rakyat, seibagaii 

peindukung.”َّ 

Prajuriit adalah warga Neigara Iindoneisiia yang meime inuhii peirsyaratan yang 

diiteintukan dalam peiraturan peirundang-undangan dan diiangkat oleih peijabat yang 

beirweinang untuk meingabdiikan diirii dalam diinas keiprajuriitan yaknii dalam Pasal 21 

Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 34 Tahun 2004 teintang Teintara 

Nasiional I indoneisiia. Prajuriit TNIi teirdiirii atas prajuriit Teintara Nasiional I indoneisiia 

Angkatan Darat, prajuriit Teintara Nasiional I indoneisiia Angkatan Laut, dan prajuriit 

Teintara Nasiional I indoneisiia Angkatan Udara yang meilaksanakan tugasnya seicara 

matra atau gabungan dii bawah piimpiinan Pangliima.  

2. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia 

Keihiidupan manusiia seijak dahulu tiidak luput darii seikeilompok rakyat yang 

beirteimpat tiinggal dii suatu daeirah teirteintu akan bangkiit seireintak meimanggul seinjata 

dan meingadakan peirlawanan apabiila meireika dan daeirahnya meingalamii ancaman 
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atau seirangan darii piihak laiin. Dii siiniilah tiimbul peingeirtiian bahwa peimbeilaan neigara 

iitu adalah hak dan keiwajiiban seiluruh rakyat. Seigala seisuatu dii dalam Neigara iikut 

diikeirahkan untuk meilakukan peiperangan dan tak dapat diipiisahkan lagii antara 

angkatan beirseinjata deingan rakyat biiasa diidalam peipeirangan. Kareina adanya 

peirsamaan nasiib ciita-ciita dan tanggung jawab yang keimudiian meiniimbulkan 

adanya keigiiatan seihaluan antara miiliiteir dan masyarakat dalam usaha meincapaii ciita-

ciita bangsa dan meimiikul tanggung jawab beirsama.  

Pada awal keimeirdeikaan Reipubliik I indoneisiia beilum meimpunyaii organiisasii miiliiteir 

yang teiratur, yang beirjuang meimpeirtahankan keimeirdeikaan pada 17 Agustus 1945 

adalah rakyat yang beirgabung diidalam laskar laskar seireintak meimanggul seinjata 

untuk meimpeirtahankan keimeirdeikaan yang teilah diicapaii. Beiriintiikan beirkas- beirkas 

PEiTA, Heiiiho, KNIiL yang iinsaf, Seiiineidan Keiiibodan, Gyugun, Suiisyiitaii yang 

teirlatiih baiik, beirsama deingan rakyat yang miiliitan darii seigala lapiisan masyarakat 

seicara spontan dan seireintak beingkiit meingangkat seinjata.  

Rakyat yang beirjuang meimpeirtahankan keime irdeikaan 17 Agustus 1945 beirgabung 

diidalam laskar-laskar peirjuangan deingan beirmacam-macam nama. Rakyat 

beirseinjata iinii deingan beiriintiikan beikas-beikas PEiTA, Heiiiho, Seiiineinda, Keiriibodan, 

Suiisyiintaii dan KNI iL yang sudah teirlatiih baiik diibiidang keimiiliiteiran, meirupakan 

modal lahiirnya Badan Keiamanan Rakyat (BKR) yang diiumumkan 

peimbeintukannya oleih Peimeiriintah Reipubliik I indoneisiia pada tanggal 22 Agustus 

1945. Badan Keiamanan Rakyat iiniilah seibagaii wadah darii seiluruh laskar yang 

meimpeirtahankan keimeirdeikaan.  
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Peireibutan keikuasaan dan seinjata darii bala teintara Jeipang, yang beirusaha 

meimpeirtahankan keidudukannya seirta beirniiat akan meinyeirahkan I indoneiiisa keipada 

seikutu. Maksud bala teintara Deiii Niippon teirseibut diigagalkan oleih BKR, oleih kareina 

iitu teirjadiilah peireibutan keikuasaan baiik siipiil maupun miiliiteir oleih para peijuang, 

yang sudah meimpunyaii teikadَّbulatَّ“Meirdeika atau Matii”.َّKeilahiiran yang spontan 

darii rakyat, yang beiraneika ragam suku dan masyarakat, meinjadiikan BKR sangat 

heiteirogein anggotanya, proseis peirtumbuhan beigiitu lahiir teirus-meineirus beirteimpur 

meinyeibabkan BKR meitang meinghadapii seigala riintangan.  

Seibagaii wadah organiisasii peirjuangan BKR tumbuh seimakiin mantap, seihiingga pada 

tanggal 5 Oktobeir 1945 Peimeiriintah RI i meindeikriitkan peimbeintukan Teintara 

Keiamanan Rakyat (TKR) seibagaii peiniingkatan organiisasii BKR yang tadiinya 

seibagaii wadah laskar-laskar peirjuangan. Seijak peimbeintukan TKR iinii, maka para 

peijuang yang teirgabung dii dalam TKR mulaii diidata, yaiitu seibagaii peiraliihan darii 

organiisasii yang beilum teiratur, meinjadii organiisasii yang teiratur. Seibagaii Keipala Staf 

yang diitunjuk Oeiriip Soeimorhardjo, seiorang peijuang yang diianggap meimpunyaii 

peingeitahuan miiliiteir cukup meimadaii, untuk meinyusun organiisasii miiliiteir yang reismii 

dan teiratur. Seijak saat iitu Reipubliik I indoneisiia meimpunyaii teintara yang teiratur, 

diiseirtaii keisatuan-keisatuan mulaii darii tiingkat Peileiton sampaii Diiviisii, deingan 

keipangkatan mulaii darii prajuriit sampaii deingan Jeindral, seimuanya diisusun seisuaii 

organiisasii Miiliiteir Iinteirnasiional. Pada tanggal 12 Noveimbeir 1945 diiadakan 

Konfeireinsii iitu Pak Soeidiirman diipiiliih seibagaii Pangliima Beisar. Diibawah piimpiinan 

Pangliima Beisar Soeidiirman, Teintara Keiamanan Rakyat diiseimpurnakan 

organiisasiinya yang keimudiian pada tanggal 7 Januarii 1946 namanya beirubah 

meinjadii Teintara Keiseilamatan Rakyat. Tiidak lama keimudiian pada tanggal 25 
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Januarii 1946 beirdasarkan Peineitapan Peimeiriintah No. 4/S. D. Nama Teintara 

Keiseilamatan Rakyat diigantii meinjadii Teintara Reipubliik I indoneisiia.  

Para peijuang tak geintar dalam meinghadapii teintara koloniial Beilanda yang 

beirseinjata leingkap dan modeirn, deingan seinjata seiadanya. Keimudiian nama TRI i 

diiseimpurnakan lagii, kareina beilum diianggap teipat, maka pada tanggal 7 Junii 1947 

diirubah lagii meinjadii Teintara Nasiional I indoneisiia, seibagaii wadah peirjuangan para 

peijuang yang baru, yang tadiinya masiih beirkotak-kotak diidalam laskar peirjuangan 

deingan beirbagaii nama. Teintara Nasiional I indoneisiia iinii teirdiirii darii Teintara Darat, 

Teintara Laut, Teintara Udara. Poliisii seibagaiimana tradiisii iinteirnasiional tiidak 

diimasukkan kei dalam organiisasii teintara, kareina fungsii poliisii adalah meinjaga 

keiteirtiiban masyarakat diiwaktu damaii. Akan teitapii Poliisii I indoneisiia 

peimbeintukannya tiidak dapat diisamakan darii neigara laiin, kareina diidalam 

meimpeirtahankan keimeirdeikaan Iindoneisiia darii peinjajah Beilanda seiluruh lapiisan 

masyarakat bahu-meimbahu teirmasuk keisatuan- keisatuan poliisii. Oleih kareinanya, 

Poliisii RI i diimasukkan dii dalam jajaran Angkatan Beirseinjata Reipubliik I indoneisiia. 

Deingan masuknya Poliisii kei dalam angkatan beirseinjata, meimpunyaii konseikueinsii 

yaiitu apabiila teirjadii peipeirangan deingan neigara laiin, maka poliisii diipeirlakukan 

seibagaii miiliiteir, bukan aparat keiamanan yang meimeiliihara keiteirtiiban.  

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Militer 

1. Pengertian Pengadilan Militer 

Peiradiilan dalam Liingkungan Peiradiilan Miiliiteir meirupakan Badan Peilaksana 

keikuasaan Keihakiiman dii Liingkungan Angkatan Beirseinjata, deingan tugas dan 

weiweinang meingadiilii tiindak piidana yang diilakukan oleih seiseiorang pada waktu 
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meilakukan tiindak piidana adalah Prajuriit, yang beirdasarkan Undang-Undang 

diipeirsamakan deingan Prajuriit.  Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan 

yang diipeirsamakan atau diianggap seibagaii prajuriit beirdasarkan Undang-Undang.  

Meimeiriiksa, meimutus dan meinyeilsaiikan seingkeita Tata Usaha Angkatan Beirseinjata 

beirsangkutan atas peirmiintaan darii piihak yang diirugiikan seibagaii akiibat yang 

diitiimbulkan oleih Tiindak Piidana yang meinjadii dasar dakwaan dan seikaliigus 

meimutus keidua peirkara teirseibut dalam satu Putusan.  Adapun peiradiilan dalam 

Liingkungan Peiradiilan Miiliiteir meinurut UU No. 31 Tahun 1997 teirdiirii darii:  

1. Peiradiilan Miiliiteir 

2. Peiradiilan Miiliiteir Tiinggii 

3. Peiradiilan Miiliiteir Utama 

4. Peiradiilan Miiliiteir Peirteimpuran 

Teimpat keidudukan Peiradiilan Miiliiteir Utama beirada dii iibu kota Neigara Reipubliik 

I indoneisiia, seidangkan nama, teimpat keidudukan dan daeirah hukum Peiradiilan 

laiinnya diiteitapkan deingan keiputusan Pangliima dan apabiila peirlu Peiradiilan Miiliiteir 

dan Peiradiilan Miiliiteir Tiinggii dapat beirsiidang dii luar daeirah hukumnya atas iijiin 

keipala Pangliima Miiliiteir Utama seidangkan Peiradiilan Teirtiinggii dalam Peiradiilan 

Miiliiteir dalam Tiingkat Kasasii adalah dii bawah Mahkamah Agung RI i.37 

Peingadiilan Miiliiteir dapat beirsiidang dii luar teimpat keidudukannya (Pasal 14 ayat (3). 

I inii diilakukan apabiila peirlu dan harus atas iiziin Keipala Peingadiilan Miiliiteir Utama. 

Peingadiilan Miiliiteir beirsiidang untuk meimeiriiksa dan meimutus peirkara piidana pada 

                                                        
37 Dr. Yusep Mulyana, Hukum Peradilan Militer, MDP Media, Bandung, 2021, hlm. 26 
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tiingkat peirtama deingan 1 (satu) orang hakiim keitua dan 2 (dua) orang Hakiim 

Anggota dan diihadiirii oleih 1 (satu) orang Odiitur Miiliiteir dan diibantu oleih 1(satu) 

orang Paniiteira (Pasal 15).38 

Beiriikut ada pula ruang liingkup bagii Peingadiilan Miiliiteir: 

a. Ruang liingkup bagii Peingadiilan Miiliiteir, meirupakan peingadiilan tiingkat peirtama 

bagii teirdakwa deingan pangkat kaptein keibawah               

b. Ruang Liingkup Peingadiilan Miiliiteir Tiinggii, meirupakan peingadiilan tiingkat 

bandiing bagii teirdakwa deingan pangkat kaptein keibawah. 

c. Ruang liingkup bagii Peingadiilan Miiliiteir Utama meirupakan peingadiilan tiingkat 

bandiing bagii teirdakwa mayor kei atas.                  

d. Ruang liingkup bagii Peingadiilan Miiliiteir Peirteimpuran, meirupakan peingadiilan 

tiingkat peirtama dan teirakhiir. 39 

Hakiim keitua dalam peirsiidangan peingadiilan miiliiteir paliing reindah beirpangkat 

Mayor, seidangkan Hakiim Anggota dan Odiitur Miiliiteir paliing reindah beirpangkat 

Kaptein. Seidangkan Paniiteira Peirsiidangan paliing reindah beirpangkat Peimbantu 

Leitnan Dua (Peilda) dan paliing tiinggii beirpangkat kaptein (Pasal 16). Untuk diiangkat 

meinjadii Hakiim Miiliiteir (Pasal 18) seiorang prajuriit hatus meimeinuhii syarat seibagaii 

beiriikut:  

1. Beirtakwa keipada Tuhan Yang Maha E isa. 

2. Seitiia dan taat keipada Pancasiila dan Undang-Undang Dasar 1945;  

3. Tiidak teirliibat partaii atau organiisasii teirlarang;  

                                                        
38 Darwan Prinst, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11 
39 Yusep Mulyana, Hukum Peradilan Militer, MDP Media, Bandung, 2021, hlm. 50 
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4. Paliing reindah beirpangkat Kaptein dan beiriijazah Sarjana Hukum;  

5. Beirpeingalaman dii biidang peiradiilan dan/atau hukum; dan  

6. Beirwiibawa, jujur, adiil dan beirkeidudukan tiidak teirceila.  

Hakiim pada peingadiilan miiliiteir diiangkat dan diibeirheintiikan oleih Preisiidein seilaku 

Keipala Neigara atas usul Pangliima, dan beirdasarkan peirseitujuan Keitua Mahkamah 

Agung (Pasal 21). Untuk iitu seibeilum meimangku jabatannya, Hakiim wajiib 

meingambiil sumpah atau janjii meinurut agamanya masung-masiing. Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Keikuasaan Peingadiilan Miiliiteir (Pasal 40) 

adalah Meimeiriiksa dan Meimutus pada tiingkat peirtama tiindak piidana yang 

teirdakwanya adalah: 

a. Prajuriit yang beirpangkat Kaptein kei bawah;                
b. Yang beirdasarkan Undang-Undang diipeirsamakan deingan Prajuriit (Pasal 
9 butiir 1 huruf b);          c. 
Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang diipeirsamakan 
atau diianggap seibagaii Prajuriit beirdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 butiir 
1 huruf c) keipangkatan Kaptein kei bawah;             d. Seiorang yang 
tiidak teirmasuk yang diipeirsamakan deingan prajuriit atau anggota suatu 
golongan atau jawatan atau Badan yang tiidak diipeirsamakan atau tiidak 
diianggap seibagaii prajuriit beirdasarkan Undang-Undang yang harus diiadiilii 
oleih Peingadiilan Miiliiteir (Pasal 40 huruf c).40 

2. Kewenangan Pengadilan Militer 

Peiradiilan miiliiteir iinii priinsiipnya diibuat dan beirweinang untuk meingadiilii anggota 

TNIi, teirleipas apakah tiindak piidana yang diilakukan adalah tiindak piidana umum atau 

tiindak piidana miiliiteir. Teilah diipeirjeilas pula oleih Pasal 1 yang meingatur teintang 

peingeirtiian diimana dalam ayat 7 miisalnya diinyatakanَّbahwaَّ“Tiindak piidana adalah 

peirkara piidana yang meiliiputii tiindak piidana umum dan tiindak piidana miiliiteir”.41 

                                                        
40 Ibid, hlm. 12 
41 Bhatara Ibnu Reza, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm. 69 
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Seicara yuriidiis, keiteitapan MPR RI i Nomor VIiIi/MPR/2000 Teintang Peiran TNI i dan 

Polrii teilah meileitakan dasar keidudukan prajuriit TNIi teirhadap siisteim peiradiilan 

piidana seibagaiimana diirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4):  

a. Prajuriit TNIi tunduk pada keikuasaan Peiradiilan Miiliiteir dalam hal peilanggaran 

hukum miiliiteir dan tunduk keipada keikuasaan Peiradiilan Umum dalam hal 

peilanggaran hukum piidana umum. 

b. Apabiila keikuasaan Peiradiilan Umum seibagaiimana diimaksud ayat 4a, Pasal iinii 

tiidak beirfungsii maka prajuriit TNIi tunduk dii bawah keikuasaan peiradiilan yang 

diiatur deingan undang-undang. 

Rumusan Pasal 3 ayat (4) teirseibut meirupakan seibuah keiputusan poliitiik yang 

meinyeibabkan teirjadiinya peirubahan meindasar dalam siisteim peiradiilan, khususnya 

peinundukan keikuasaan peiradiilan bagii prajuriit TNIi. 42 

Keiweinangan/kompeiteinsii teirhadap peingadiilan mana yang beirweinang dapat diiliihat 

deingan dua cara yaiitu: 

a. Kompeiteinsii Absolut 

Kompeiteinsii absolut yaiitu keikuasaan beirdasarkan peiraturan hukum meingeinaii 

peimbagiian keikuasaan meingadiilii keipada suatu macam peingadiilan, dalam 

peirkara iinii, peilaku meirupakan seiorang TNIi, diimana yang beirweinang meingadiilii 

peirkara iinii adalah Peingadiilan Miiliiteir yaiitu badan yang meilaksanakan 

keikuasaan keihakiiman dii liingkungan peiradiilan miiliiteir yang meiliiputii Peingadiilan 

                                                        
42 Dini Dwi Herniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, 
Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, 
hlm. 122 
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Miiliiteir, Peingadiilan Tiinggii Miiliiteir, Peingadiilan Miiliiteir Utama, dan Peingadiilan 

Miiliiteir Peirteimpuran.43 

b. Kompeiteinsii Reilatiif  

Kompeiteinsii reilatiif yaiitu keikuasaan beirdasarkan peiraturan hukum meingeinaii 

peimbagiian keikuasaan meingadiilii suatu peirkara seisuaii deingan wiilayah 

hukumnya. 

Beirdasarkan TAP MPR No. VIiI i/2000 dii atas, yuriidiiksii Peiradiilan Miiliiteir diibatasii 

hanya meingadiilii prajuriit TNIi yang meilakukan peilanggaran hukum miiliiteir. Beirtolak 

darii adanya TAP MPR No. VIiI i/2000 teirseibut, keiluarlah keimudiian beibeirapa 

keiteintuan yang beirkaiitan deingan kompeiteinsii peiradiilan seibagaii beiriikut: 1. Pasal 16 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Teintang Keikuasaan Keihakiiman Tiindak 

Piidana yang diilakukan beirsama-sama oleih meireika yang teirmasuk dalam 

liingkungan Peiradiilan Umum dan liingkungan Peiradiilan Miiliiteir, diipeiriiksa dan 

diiadiilii oleih peingadiilan dalam liingkungan Peiradiilan Umum, keicualii dalam keiadaan 

teirteintu meinurut keiputusan Keitua Mahkamah Agung peirkara teirseibut harus 

diipeiriiksa dan diiadiilii oleih peingadiilan dalam liingkungan Peiradiilan Miiliiteir, 2. Pasal 

65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Teintang TNI i a. Prajuriit siiswa tunduk 

pada keiteintuan hukum yang beirlaku bagii prajuriit b. Prajuriit tunduk pada keikuasaan 

Peiradiilan Miiliiteir dalam hal peilanggaran hukum piidana miiliiteir dan tunduk pada 

keikuasaan Peiradiilan Umum dalam hal peilanggaran hukum piidana umum yang 

diiatur deingan undang-undang. c. Apabiila keikuasaan Peiradiilan Umum seibagaiimana 

                                                        
43 Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, 
hlm. 63 
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diimaksud dii atas tiidak beirfungsii maka prajuriit tunduk dii bawah keikuasan peiradiilan 

yang diiatur deingan undang-undang.44 

Diipeirjeilas juga oleih Pasal 9 Undang-undang Peiradiilan Miiliiteir bahwa Peiradiilan 

Miiliiteir beirweinang untuk meingadiilii tiindak piidana yang diilakukan oleih seiseiorang 

yang pada waktu meilakukan tiindak piidana adalah:  

a. Prajuriit yang beirdasarkan undang-undang diipeirsamakan deingan prajuriit; 

b. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang diipeirsamakan atau 

diianggap seibagaii prajuriit beirdasarkan undang-undang; 

c. Seiseiorang yang tiidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c teitapii 

atas keiputusan pangliima deingan peirseitujuan Meinteirii Keihakiiman harus diiadiilii 

oleih suatu peingadiilan dalam liingkungan peiradiilan miiliiteir. 

D. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 

1. Pengertian Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 

Seicara umum yang diimaksud deingan Peineilantaran Orang adalah peirbuatan 

meineilantarkan orang dalam liingkup rumah tangga, padahal meinurut hukum yang 

beirlaku bagii yang beirsangkutan atau kareina peirseitujuan atau peirjanjiian iia wajiib 

meimbeiriikan keihiidupan, peirawatan, atau peimeiliiharaan keipada orang teirseibut. 

Peineilantaran juga beirlaku bagii seitiiap orang yang meingakiibatkan keiteirgantungan 

eikonomii deingan cara meimbatasii dan/atau meilarang untuk beikeirja yang layak dii 

dalam atau dii luar rumah seihiingga korban beirada dii bawah keindalii orang teirseibut 

(Ps 5 jo Ps 9).  

                                                        
44 Ibid, hlm. 124 
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Peingeirtiian meineilantarkan adalah keilalaiian dalam meimbeiriikan keibutuhan hiidup 

pada seiseiorang yang meimiiliikii keibeirgantungan keipada piihak laiin, khususnya dalam 

liingkungan rumah tangga. Kurangnya meinyeidiiakan sarana peirawatan keiseihatan, 

peimbeiriian makanan, pakaiian dan peirumahan yang seisuaii meirupakan faktor utama 

dalam meineintukan adanya peineilantaran. 

Peineilantaran Dalam Liingkup Rumah Tangga meirupakan salah satu beintuk darii 

KDRT. Beintuk-beintuk KDRT yaiitu:  

a. Keikeirasan fiisiik, yang meingakiibatkan rasa sakiit, jatuh sakiit atau luka beirat.  

b. Keikeirasan psiikiis, yang meingakiibatkan rasa keitakutan, hiilangnya rasa peircaya 

diirii, hiilangnya keimampuan untuk beirtiindak, rasa tiidak, dll.  

c. Keikeirasan seiksual, yang beirupa peimaksaan seiksual deingan cara tiidak wajar, 

baiik untuk suamii maupun untuk orang laiin untuk tujuan komeirsiial, atau tujuan 

teirteintu dan, peineilantaran rumah tangga yang teirjadii dalam liingkup rumah 

tangganya, yang mana meinurut hukum diiwajiibkan atasnya.  

d. Peineilantaran Rumah Tangga, tiindakan seiseiorang yang meineilantarkan orang 

laiin dalam liingkup rumah tangganya, seidangkan meinurut hukum yang beirlaku 

diiriinya beirkeiwajiiban meimbeiriikan keihiidupan, peirawatan atau peimeiliiharaan 

keipada orang teirseibut. 

Tiindak piidana peineilantaran orang iinii beirupa peineilantaran teirhadap iistrii dan anak 

yang mana tiidak meimbeiriikan nafkah lahiir dan batiin seibagaiimana keiwajiiban 

seiorang suamii teirhadap iisteiriinya dalam iikatan peirkawiinan. Dalam proseis 

peimbeintukan Undang-undang Peinghapusan Keikeirasan Dalam Rumah Tangga 

muncul wacana untuk meingkostruksiikan dalam liingkup rumah tangga teirmasuk dii 
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dalamnya adalah pasangan atau mantan pasangan dii dalam maupun dii luar 

peirkawiinan yaknii seipeirtii teirseibut dalam Usulan peirbaiikan atas Rancangan 

Undang-Undang Antii Keikeirasan Dalam Rumah Tangga darii Komnas peireimpuan. 

2. Orang Yang Termasuk Dalam Lingkup Rumah Tangga 

Meingiingat Undang-undang teintang Keikeirasan Dalam RumahTangga meirupakan 

hukum publiik yang diidalamnya ada ancaman piidana peinjara atau deinda bagii yang 

meilanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum leilakii, dalam keidudukan 

seibagaii keipala keiluarga seibaiiknya meingeitahuii apa iitu keikeirasan dalam rumah 

tangga (KDRT).  

Adapun teintang siiapa saja yang teirmasuk dalam liingkup rumah tangga, adalah:  

1. Suamii iisteirii atau mantan suamii iisteirii;  

2. Orang tua dan anak-anak;  

3. Orang-orang yang meimpunyaii hubungan darah;  

4. Orang yang beikeirja meimbantu keihiidupan rumah tangga orang laiin yang 

meineitap dii seibuah rumah tangga;  

5. Orang yang hiidup beirsama deingan korban atau meireika yang masiih atau 

peirnah tiinggal beirsama (yang diimaksud orang yang hiidup beirsama adalah 

pasangan hiidup beirsama atau beibeirapa orang tiinggal beirsama dalam satu 

rumah untuk jangka waktu teirteintu).  

“Yangَّdiimaksud deingan iisteirii atau suamii atau mantan iisteirii/suamii adalah 
meiliiputii iisteirii atau suamii atau mantan iisteirii/suamii dei jurei yaknii seiseiorang 
yang teilah meilakukan peirkawiinan seisuaii deingan keiteintuan peirundang-
undangan yang beirlaku, seirta meiliiputii iisteirii atau suamii atau mantan 
iisteirii/suamii dei facto yaiitu, seiseiorang yang teilah meilakukan peirkawiinan 
seisuaii deingan agama atau adat iistiiadat piihak-piihak yang beirkaiitan, 
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walaupun peirkawiinan iitu tiidak diidaftarkan atau tiidak dapat diidaftarkan dii 
bawah undang-undang teirtuliis (Achiiei Sudiiartii Luhuliima,َّ2000:110).”َّ 

Peilaku adalah seiseiorang atau beibeirapa orang yang meilakukan tiindak keikeirasan 

dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang meingalamii tiindak keikeirasan dalam 

liingkup rumah tangga. Tiindak piidana Keikeirasan Dalam Rumah Tangga iitu sangat 

beirmacam-macam jeiniisnya, dan dalam peineiliitiian iinii akan meimbahas masalah 

peineilantaran orang dalam liingkup rumah tangga, yaiitu iisteirii dan anak, yang mana 

diipeingaruhii oleih faktor eikonomii. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, teirutama pasal 

49 diiatur ancaman hukuman bagii peilaku tiindak piidana peineilantaran orang laiin 

dalam liingkup rumah tangga yaiitu Diipiidana deingan piidana peinjara paliing lama 3 

(tiiga) tahun atau deinda paliing banyak Rp 15.000.000,00 (liima beilas juta rupiiah), 

seitiiap orang yang: 

a. Meineilantarkan orang laiin dalam liingkup rumah tangganya seibagaiimana 
diimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).  

b. Meineilantarkan orang laiin seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).  

Rumah tangga meinunjuk suatu keilompok yang hiidup dalam satu rumah dan satu 

dapur. Keilompok orang teirseibut biiasanya teirdiirii atas ayah/iibu/anak, dan teirkadang 

diitambah deingan seiorang peimbantu rumah tangga. Rumah tangga meirupakan uniit 

teirkeiciil darii masyarakat.45 Teirciiptanya rumah tangga yang bahagiia, keikal dan 

rukun meirupakan dambaan seimua orang, namun pada tataran apliikatiif tiidak mudah 

meiwujudkannya. Hal iinii teirbuktii kareina sampaii saat iinii masiih banyak diiteimuii 

kasus tiindak keikeirasan dalam rumah tangga. Tiindak keikeirasan teirseibut biisa teirjadii 

teirhadap fiisiik, psiikiis dan dalam hubungan seiksual.  

                                                        
45 Akbar Kurnia Wahyudi, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bingkai Hukum 
Indonesia, Surabaya, Sinar Mulia Pressindo, 2002, hlm. 9 
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E. Ketentuan Hukum tentang Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasaan dalam Rumah Tangga  

Keikeirasan dalam Rumah Tangga adalah seitiiap peirbuatan teirhadap seiseiorang 

teirutama peireimpuan, yang beirakiibat tiimbulnya keiseingsaraan atau peindeiriitaan 

seicara fiisiik, seiksual, psiikologii, dan/atau peineilantaran rumah tangga teirmasuk 

ancaman untuk meilakukan peirbuatan, peimaksaan, atau peirampasan keimeirdeikaan 

seicara meilawan hukum dalam liingkup rumah tangga. Seidangkan Peinghapusan 

Keikeirasan dalam RumahTangga adalah jamiinan yang diibeiriikan oleih Neigara untuk 

meinceigah teirjadiinya keikeirasan dalam rumah tangga, dan meiliindungii korban 

keikeirasan dalam rumah tangga (Viidei Pasal 1 angka 2, Undang- Undang Nomor 23 

Tahun 2004).  

Dalam keiteintuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2004 teintang Peinghapusan Keikeirasan dalam Rumah Tangga, meinye ibutkan bahwa:  

1) Keikeirasan dalam Rumah Tangga adalah seitiiap peirbuatan teirhadap seiseiorang 
teirutama peireimpuan, yang beirakiibat tiimbulnya keiseingsaraan atau peindeiriitaan 
seicara fiisiik, seiksual, psiikologiis, dan/atau peineilantaran rumah tangga teirmasuk 
ancaman untuk meilakukan peirbuatan, peimaksaan, atau peirampasan keimeirdeikaan 
seicara meilawan hukum dalam liingkup rumah tangga;  

2) Peinghapusan Keikeirasan dalam Rumah Tangga adalah jamiinan yang diibeiriikan 
olei neigara untuk meinceigah teirjadiinya keikeirasan dalam rumah tangga, meiniindak 
peilaku keikeirasan dalam rumah tangga, dan meiliindungiikorban keikeirasan dalam 
rumah tangga.  

Seibutan tiindakan peineilantaran tiidak hanya beirlaku saat masiih meinjadii pasangan 

utuh dalam rumah tangga, peineilantaran pun dapat teirjadii pada pasangan suamii 

iisteirii yang teilah beirceiraii, ayah seibagaiimana dalam Undang- Undang diitunjuk 

seibagaii yang meinanggung biiaya anak biila mampu. Diikatakan meilakukan tiindakan 



41 
 

peineilantaran biila anak yang masiih dii bawah tanggung jawabnya tiidak diipeirhatiikan 

hak-hak dan keipeintiingannya.  

Tiindak piidana peineilantaran orang dalam liingkup rumah tangga diiatur dalam Pasal 

9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaiitu:  

1.  Seitiiap orang diilarang meineilantarkan orang dalam liingkup rumah 
tangganya, padahal meinurut hukum yang beirlaku bagiinya atau kareina 
peirseitujuan atau peirjanjiian iia wajiib meimbeiriikan keihiidupan, peirawatan, 
atau peimeiliiharaan keipada orang teirseibut.  

2.  Peineilantaran seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) juga beirlaku bagii seitiiap 
orang yang meingakiibatkan keiteirgantungan eikonomii deingan cara 
meimbatasii dan/atau meilarang untuk beikeirja yang layak dii dalam atau dii 
luar rumah seihiingga korban beirada dii bawah keindalii orang teirseibut.  

Peineilantaran adalah seitiiap beintuk peilalaiian keiwajiiban dan tanggung jawab 

seiseiorang dalam rumah tangga yang meinurut hukum seiseiorang iitu teilah diiteitapkan 

seibagaii peimeigang tanggung jawab teirhadap keihiidupan orang yang beirada dalam 

liingkungan keiluarganya. Jadii, konkreitnya peineilantaran rumah tangga yang 

diimaksud diisiinii adalah peineilantaran yang miisalnya diilakukan oleih orang tua 

teirhadap anak namun peineilantaran teirseibut hanya seibatas pada peineilantaran 

teirhadap keiluarga iintii. Seilaiin iitu beirdasarkan Pasal 2 teirseibut, dapat diiseibut 

meilakukan peineilantaran biila meineilantarkan keiluarga laiin yang tiinggal beirsamanya 

dan meinggantungkan keihiidupannya keipada keipala rumah tangga.  

Sanksii dan ancaman hukuman bagii orang yang meilakukan tiindak piidana 

peineilantaran orang dalam liingkup rumah tangga seipeirtii yang teirtuang dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah:  

“Diipiidana deingan piidana peinjara paliing lama 3 (tiiga) tahun atau deinda 
paliing banyak Rp 15.000.000,00 (liima beilas juta rupiiah), seitiiap orang 
yang: 
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1. Meineilantarkan orang laiin dalam liingkup rumah tangganya seibagaiimana 
diimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
2. Meineilantarkan orang laiin seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2)”.َّ 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Meinurut Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana meingatur meingeinaii sanksii dan 

ancaman piidana bagii orang yang meilakukan tiindak piidana peineilantaran orang 

teirutama dii dalam Bab XV teintang meiniinggalkan orang yang peirlu diitolong,  yaiitu: 

Pasal 304:  

“Barangsiiapa deingan seingaja meineimpatkan atau meimbiiarkan seiorang 
dalam keiadaan seingsara, padahal meinurut hukum yang beirlaku bagiinya 
atau kareina peirseitujuan, diia wajiib meimbeirii keihiidupan, peirawatan atau 
peimeiliiharaan keipada orang iitu, diiancam deingan piidana peinjara paliing lama 
duatahun deilapan bulan atau deinda paliing banyak tiiga ratus rupiiah”.َّ 

Pasal 305:  

 “Barangsiiapa meineimpatkan anak yang umurnya beilum tujuh tahun untuk 
diiteimu, atau meiniinggalkan anak iitu, deingan maksud untuk meileipaskan diirii 
dariinya, diiancam deingan piidana peinjara paliing lama liima tahun einamَّbulan”.َّ 

c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  

Konstiitusii dasar neigara meimuat keiteintuan-keiteintuan umum meingeinaii seigala hal 

yang beirkaiitan deingan neigara. Salah satunya meingeinaii Hak Asasii Manusiia 

(HAM).46 Hak Asasii Manusiia adalah seipeirangkat hak yang meileikat pada hakiikat 

dan keibeiradaan manusiia seibagaii Makhluk Tuhan Yang Maha E isa dan meirupakan 

anugrah-Nya yang wajiib diihormatii, diijunjung tiinggii dan diiliindungii oleih neigara 

hukum, Peimeiriintahan, dan seitiiap orang deimii keihormatan seirta peirliindungan harkat 

dan martabat manusiia. Keiwajiiban dasar manusiia adalah seipeirangkat keiwajiiban 

                                                        
46 I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. 
2021. Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In 
Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14.Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum.  2(1), 
123-127 
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yang apabiila tiidak diilaksanakan, tiidak meimungkiinkan teirlaksana dan teigaknya hak 

asasii manusiia.  

Diiskriimiinasii adalah seitiiap peimbatasan, peileiceihan, atau peinguciilan yang langsung 

ataupun tak langsung diidasarkan pada peimbeidaan manusiia atas dasar agama, suku, 

ras, eitniik, keilompok, golongan, status sosiial, status eikonomii, jeiniis keilamiin, bahasa, 

keiyakiinan poliitiik, yang beirakiibat peingurangan, peinyiimpangan atau peinghapusan 

peingakuan, peilaksanaan atau peinggunaan hak asasii manusiia dan keibeibasan dasar 

dalam keihiidupan baiik iindiiviidu maupun koleiktiif dalam biidang poliitiik, eikonomii, 

hukum, sosiial, budaya, dan aspeik keihiidupan laiinnya. Anak adalah seitiiap manusiia 

yang beirusiia dii bawah 18 (deilapan beilas) tahun dan beilum me iniikah, teirmasuk anak 

yang masiih dalam kandungan apabiila hal teirseibut adalah deimii keipeintiingannya.  

Peilanggaran hak asasii manusiia adalah seitiiap peirbuatan seiseiorang atau keilompok 

orang teirmasuk aparat neigara baiik diiseingaja maupun tiidak diiseingaja atau keilalaiian 

yang seicara meilawan hukum me ingurangii, meinghalangii, meimbatasii, dan atau 

meincabut hak asasii manusiia seiseiorang atau keilompok orang yang diijamiin oleih 

undang-undang iinii, dan tiidak meindapatkan, atau diikhawatiirkan tiidak meimpeiroleih 

peinyeileisaiian hukum yang adiil dan beinar, beirdasarkan meikaniismei hukum yang 

beirlaku. Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, diikatakan bahwa Seiseiorang 

iistrii seilama dalam iikatan peirkawiinan meimpunyaii hak dan tanggung jawab yang 

sama deingan suamiinya atas seimua hal yang beirkeinaan deingan keihiidupan 

peirkawiinannya, hubungan deingan anak- anaknya, dan hak peimiiliikan seirta 

peingeilolaan harta beirsama (Viidei Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999). Dii dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, beiriisii bahwa:  
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1. Seitiiap anak beirhak untuk diibeisarkan, diipeiliihara, diirawat, diidiidiik, 
diiarahkan, dan diibiimbiing keihiidupannya oleih orang tua atau waliinya sampaii 
deiwasa deingan keiteintuan peiraturan peirundang- undangan.  

2. Seitiiap anak beirhak untuk meindapatkan orang tua angkat atau walii 
beirdasarkan putusan peingadiilan apabiila keidua orang tua teilah meiniinggal 
duniia atau kareina suatu seibab yang sah tiidak dapat meinjalankan 
keiwajiibannya seibagaii orang tua.  

3. Orang tua angkat atau walii seibagaiimana diimaksud dalam ayat (2) harus 
meinjalankan keiwajiiban seibagaii orang tua yang seisungguhnya.  

Seidangkan dii dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 beiriisii 

bahwa:  

1. Seitiiap anak beirhak untuk meindapatkan peirliindungan hukum darii seigala 
beintuk keikeirasan fiisiik atau meintal, peineilantaran, peirlakuan buruk, dan 
peileiceihan seiksual seilama dalam peingasuhan orang tua atau waliinya, atau 
piihak laiin maupun yang beirtanggung jawab atas peingasuh anak teirseibut.  

2. Dalam hal orang tua, walii, atau peingasuh anak meilakukan seigala beintuk 
peinganiiayaan fiisiik atau meintal, peineilantaran, peirlakuan buruk,dan 
peileiceihan seiksual teirmasuk peimeirkosaan, dan atau peimbunuhan teirhadap 
anak yang seiharusnya diiliindungii, maka harus diikeinakan peimbeiratan 
hukuman.  
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah meirupakan proseis peimeicahan atau peinye ileisaiian masalah 

meilaluii tahap-tahap yang teilah diiteintukan, seihiingga meincapaii tujuan peineiliitiian. 

Dalam peineiliitiian iinii meinggunakan peindeikatan yurdiis normatiif dan peindeikatan 

yuriidiis eimpiiriis47. Peindeikatan yuriidiis normatiif diimaksudkan seibagaii upaya 

meimahamii peirsoalan deingan teitap beirada atau beirsandarkan pada lapangan hukum 

deingan cara meimpeilajarii keiteintuan dan kaiidah hukumnya yang ada hubungannya 

deingan peirmasalahan yang diibahas, seidangkan peindeikatan yuriidiis eimpiiriis 

diimaksudkan untuk meimpeiroleih keijeilasan dan peimahaman darii peirmasalahan 

dalam peineiliitiian beirdasarkan reialiitas yang ada deingan cara meimpeirhatiikan atau 

meiliihat peiriilaku-peiriilaku atau geijala-geijala hukum dan peiriistiiwa yang teirjadii dii 

lapangan.48 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumbeir data dalam peineiliitiian iinii beirsumbeir darii data keipustakaan adalah data 

yang diipeiroleih meilaluii studii keipustakaan. Studii keipustakaan meirupakan 

seirangkaiian keigiiatan meimbaca, meincatat, meingutiip, seirta meineilaah bahan- bahan 

pustaka yaiitu beirupa karya tuliis darii para ahlii yang teirsusun dalam liiteiratur dan 

                                                        
47 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2004, hlm. 112 
48 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986,  hlm.55 
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peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku, seirta ada kaiitannya deingan 

peirmasalahan dalam peinuliisan skriipsii iinii. 

2. Jenis Data 

Jeiniis data teirdiirii darii data priimeir dan data seikundeir, yaiitu seibagaii beiriikut: 

1. Data Priimeir 

Data priimeir adalah data utama yang diipeiroleih seicara langsung darii lapangan 

peineiliitiian deingan cara meilakukan wawancara deingan keipada narasumbeir untuk 

meindapatkan data yang diipeirlukan dalam peineiliitiian. 

2. Data Seikundeir 

Data seikundeir adalah data tambahan yang diipeiroleih darii beirbagaii sumbeir hukum 

yang beirhubungan deingan peineiliitiian. Data Seikundeir yang diigunakan dalam 

peineiliitiian iinii adalah: 

a. Bahan Hukum Priimeir 

Bahan-bahan Hukum yang meimiiliikii keikuatan hukum meingiikat seipeirtii peirundang-

undangan dan peiraturan laiinnya teirdiirii. Bahan hukum priimeir beirsumbeir darii:   

1) Undang-Undang Dasar 1945 hasiil Amandeimein kei I iV 

2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 teintang Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teintang Kiitab Undang-Undang Hukum 

Acara Piidana. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 teintang Peinghapusan Keikeirasan 

Dalam Rumah Tangga. 



47 
 

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan. 

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasii Manusiia (HAM).  

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 teintang Peingeisahan Konveinsii meingeinaii 

Peinghapusan Seigala Beintuk Diiskriimiinasii teirhadap Waniita.  

8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang Peirubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 teintang Keikuasaan Keihakiiman Reipubliik 

I indoneisiia. 

9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 teintang Peiradiilan Miiliiteir atau Kiitab 

Undang-Undang Hukum Piidana Miiliiteir seibagaii hukum formal. 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang meindukung bahan hukum 

priimeir yaiitu produk hukum beirupa Putusan Peingadiilan Miiliiteir IiI i-08 Jakarta deingan 

Nomor Putusan : 212-K/PM IiI i-08/AU/VI iI iI i/2012. 

c. Bahan Hukum Teirsiieir 

Bahan hukum teirsiieir yaiitu bahan hukum yang meimbeirii peitunjuk dan peinjeilasan 

teirhadap bahan hukum priimeir dan bahan hukum seikundeir, seipeirtii teiorii atau 

peindapat para ahlii yang teircantum dalam beirbagaii reifeireinsii atau liiteiratur buku-

buku hukum seirta dokumein-dokumein yang beirhubungan deingan masalah 

peineiliitiian. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbeir adalah orang yang meimbeiriikan iinformasii (orang yang meimiiliikii 

peingeitahuan yang jeilas atau orang yang meinjadii sumbeir iinformasii). Adapun 
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narasumbe ir untuk peineiliitiian iinii adalah: 

1. Hakiim Peingadiilan Miiliiteir IiI i-08 Jakarta                                            = 1 Orang 

2. Akadeimiisii Bagiian Hukum Piidana Fakultas Hukum Uniila               = 1 Orang 

3. Odiitur Miiliiteir Ii-05 Bandar Lampung.                                               = 1 Orang 

 
Jumlah                    = 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseidur Peingumpulan Data 

Peingumpulan data diilakukan deingan proseidur seibagaii beiriikut: 

a. Studii pustaka (liibrary reiseiarch) 

Studii putska adalah meingumpulkan data yang diilakukan deingan cara meimbaca, 

meingutiip, meincatat dan meimahamii beirbagaii liiteiratur yang teirdapat hubungan 

deingan mateirii peineiliitiian, beirupa buku-buku, peiraturan peirundang-undangan, 

majalah-majalah, seirta dokumein laiin yang beirhubungan deingan masalah yang 

diibahas.  

b. Studii lapangan (fiieild reiseiarch) 

Studii lapangan adalah meingumpulkan data deingan peineiliitiian langsung pada teimpat 

atau objeik peineiliitiian yang diilakukan deingan wawancara keipada para iinforman 

yang sudah diiteintukan.  

2. Proseidur Peingolahan Data       

Adapun peingolahan data yang diimaksud meiliiputii tahapan seibagaii beiriikut: 

a. Seileiksii data 
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Meirupakan keigiiatan peimeiriiksaan untuk meingeitahuii keileingkapan data seilanjutnya 

data diipiiliih seisuaii deingan peirmasalahan yang diiteiliitii. 

b. Klasiifiikasii data 

Meirupakan keigiiatan peineimpatan data meinurut keilompok-keilompok yang teilah 

diiteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang beinar-beinar diipeirlukan dan akurat 

untuk diianaliisiis leibiih lanjut. 

c. Peinyusunan data 

Meirupakan keigiiatan peineimpatan dan meinyusun data yang saliing beirhubungan dan 

meirupakan satu keisatuan yang bulat dan teirpadu pada subpokok bahasan seihiingga 

meimpeirmudah iinteirpreitasii data. 

E. Analisis Data 

Analiisiis data yang diipeirgunakan dalam peineiliitiian iinii adalah analiisiis kualiitatiif. 

Analiisiis data adalah meinguraiikan data dalam beintuk kaliimat yang teirsusun seicara 

siisteimatiis, jeilas dan teirpeiriincii yang keimudiian diiiinteirpreitasiikan untuk meimpeiroleih 

suatu keisiimpulan. Peinariikan keisiimpulan diilakukan deingan meitodei iinduktiif, yaiitu 

meinguraiikan hal-hal yang beirsiifat khusus lalu meinariik keisiimpulan yang beirsiifat 

umum.49 

 

                                                        
49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.102 
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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan hasiil darii peineiliitiian yang teilah diilakukan oleih peinuliis dan teilah 

diijeilaskan pada bab seibeilumnya, maka dapat diiambiil keisiimpulan yaiitu seibagaii 

beiriikut: 

1. Dasar peirtiimbangan hukum hakiim teirhadap anggota TNIi yang meilakukan 

peineilantaran rumah tangga pada Putusan Nomor 212-K/PM I iIi-

08/AU/VI iI iI i/2012  teirdiirii darii peirtiimbangan yuriidiis meimeinuhii seimua unsur 

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 teintang Peinghapusan 

Keikeirasan Dalam Rumah Tangga meingacu pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 

184 KUHAP yaiitu teirdapat miiniimal 2 (dua) alat buktii yang sah beirupa 

keiteirangan saksii, alat buktii surat, dan keiteirangan teirdakwa. 

Peirtiimbangan fiilosofiis dalam kasus iinii yaiitu dalam meinjatuhkan piidana beirupa 

piidana peinjara seilama 6 (einam) bulan meingharapkan teirdakwa dapat 

meimpeirbaiikii peiriilaku dan tiidak meingulangii peirbuatannya keimbalii, namun 

seiharusnya teirdakwa meindapatkan peimbeiratan piidana kareina meirupakan 

seiorang reisiidiiviis, seirta Peirtiimbangan sosiiologiis dalam kasus iinii yaiitu haki im 

meiliihat latar beilakang sosiial teirdakwa yang meimpunyaii tanggungan keiluarga 

dan bahwa seibeilum peirkara iinii diisiidangkan teirdakwan teilah hiidup rukun 

keimbalii deingan sang iistrii yang saat iinii teingah hamiil leibiih kurang 2 (dua) bulan 



78 
 

usiia kandungannya dan meiliihat bahwa putusannya meimiiliikii manfaat bagii 

masyarakat untuk tiidak meincontoh peirbuatan teirdakwa. 

2. Putusan hakiim dii peingadiilan iideialnya meingandung aspeik keipastiian hukum, 

keiadiilan, dan keimanfaatan. Dalam iimpleimeintasiinya tiidak mudah untuk 

meinsiineirgiikan keitiiga aspeik teirseibut, teirutama antara aspeik keipastiian hukum 

dan keiadiilan biiasanya saliing beirteintangan. Seipeirtii dalam Putusan hakiim dalam 

peirkara Nomor 212-K/PM I iIi-08/AU/VI iI iI i/2012 diimana teirdakwa meirupakan 

reisiidiiviis yang seiharusnya meindapatkan peimbeiratan piidana namun hakiim tiidak 

meinjatuhkan voniis teirseibut, hal iinii diikareinakan pada iintiinya keiadiilan dapat 

beirteintangan deingan peineigakan hukum. Dalam hal iinii untuk meiwujudkan rasa 

keiadiilan hakiim meinjatuhkan putusan beirdasarkan fakta-fakta peirsiidangan dan 

diikaiitkan deingan faktor-faktor peirtiimbangan hakiim. Kareina seisungguhnya 

peinyeileinggaraan hukuman dalam liingkup miiliiteir beirtujuan untuk meiwujudkan 

peimbiinaan deingan meimpeirhatiikan keimanfaatan dan keiadiilan bukan untuk 

seikadar meinghakiimii teirdakwa.  

B. Saran 

Beirdasarkan keisiimpulan diiatas maka peinuliis meimbeiriikan beibeirapa saran, antara 

laiin:  

1. Hakiim heindaknya dalam meinjatuhkan putusan biisa seicara maksiimal kareina 

putusan yang diibeiriikan leibiih riingan yaknii 6 (einam) bulan tanpa peimbeiratan 

piidana yang padahal teirdakwa meirupakan seiorang reisiidiiviis tiindak piidana 

KDRT seibab putusan yang diijatuhkannya iinii biisa meinjadii dasar bagii putusan 

hakiim yang laiin seirta peinjatuhan piidana seilaiin seibagaii peimbiinaan dan 



79 
 

meiniimbulkan eifeik jeira juga seibagaii peimbeilajaran bagii piihak laiin untuk tiidak 

meincontoh peirbuatan teirdakwa.  

2. Putusan hakiim diiharapkan seilaiin dapat meiwujudkan keiteirtiiban dan keipastiian 

hukum, juga harus meiwujudkan hukum yang meimeinuhii rasa keiadiilan. 

Sehingga terciptanya nilai hukum dalam suatu putusan hakim. Konseikueinsiinya 

keimeirdeikaan keikuasaan keihakiiman dii tangan hakiim harus diimaknaii dan 

diiiimpleimeintasiikan untuk meiwujudkan ciita hukum yang beiriintiikan keiadiilan, 

keimanfaatan dan keipastiian hukum. 
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